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ANALISIS KEBIJAKAN DISDIKPORA DIY DALAM IMPLEMENTASI





Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis kebijakan Disdikpora
DIY dalam implementasi Kurikulum 2013 pada tingkat SMA. Analisis kebijakan ini
terkait proses kebijakan dan pendekatan perumusan kebijakan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek
penelitian  terdiri dari kepala bidang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi,
kepala seksi SMA, dan staf seksi SMA. Adapun teknik pengumpulan data yang
digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan
trianggulasi sumber dan teknik, kemudian  dianalisis dengan menggunakan model
interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Proses kebijakan implementasi kurikulum
2013 meliputi: a) Identifikasi masalah atau identification of policy problem dalam
implementasi kurikulum 2013 adalah sumber daya manusia (SDM), sarana
prasarana, dan kesulitan guru; b) Menyusun usulan kebijakan atau agenda setting
yang dilakukan Disdikpora yaitu melakukan kegiatan pelatihan bagi guru, workshop,
dan MGMP; c) Policy formulation, policy legitimation, policy implementation
dilakukan oleh pemerintah pusat yang memiliki kewenangan mengenai kebijakan
kurikulum 2013, dinas daerah hanya melaksanakan, dan menyikapi kebijakan
tersebut; d) Policy evaluation atau evaluasi kebijakan adalah dinas daerah melakukan
monitoring ke sekolah pelaksana kurikulum 2013, melalui guru, dan kepala sekolah
yang berkunjung ke dinas. Evaluasi kebijakan yang telah dilakukan menunjukkan
mata pelajaran yang sudah terakomodir, sarana prasarana yang memadai, lingkungan
sekolah yang kondusif, adanya pelatihan bagi guru, dan koordinasi yang baik dari
berbagai pihak pelaksana Kurikulum 2013. 2) Pendekatan dalam perumusan
kebijakan adalah man-power approach dan social demand approach.
Kata kunci : Analisis, Kebijakan, dan Kurikulum 2013
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan suatu yang sangat penting, dalam pendidikan
perlu adanya suatu kurikulum, agar jelas bagaimana pelaksanaan
pembelajarannya, dan apa yang akan dicapai dari tujuan yang telah
direncanakan. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan
pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran,
sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan
pembelajaran. Dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum oleh satuan
pendidikan harus memperhatikan kebutuhan, karakteristik dan potensi
satuan pendidikan (internal) serta lingkungan didaerah setempat.
Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, Ayat 15),
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006
adalah sebuah Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan
2oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh
satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar
kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan berlandaskan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36
Ayat 1, yang menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan
Nasional (Wina Sanjaya, 2008: 128).
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh
pemerintah untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 dalam
masa percobaannya di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah
menjadi sekolah percobaan. Di tahun 2014, kurikulum 2013 telah
diterapkan untuk SD di kelas I, II, IV, dan V sedangkan untuk SMP kelas
VII dan VIII, dan SMA kelas X dan XI. Kurikulum 2013 memiliki tiga
aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek
sikap dan perilaku. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi
Bahasa Indonesia, IPS, PPKn, dan sebagainya. Sedangkan, materi yang
ditambahkan adalah materi Matematika. Materi pembelajaran tersebut
(terutama Matematika) disesuaikan dengan materi pembelajaran standar
Internasional sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan
pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, memutuskan untuk
3memberhentikan pelaksanaan kurikulum 2013 untuk sekolah-sekolah yang
baru melaksanakan kurikulum 2013 ini selama satu semester pada tanggal
5 Desember 2014 (Wikipedia; 2 Februari 2015).
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang dianggap
memiliki potensi untuk melaksanakan kurikulum 2013 oleh Menteri
Pendidikan, Anis Baswedan. Pernyataan Menteri Pendidikan tersebut
disambut baik oleh Kepala Dinas Dikpora DIY, bahwa untuk daerah DIY
siap melaksanakan dan melanjutkan kurikulum 2013. Namun, pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta membuat kebijakan yang serupa pada
umumnya yaitu; bagi sekolah yang mampu melaksanakan kurikulum 2013
dapat melanjutkannya, namun bagi yang belum dapat kembali pada
kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Pada Daerah Istimewa Yogyakarta
yang terdapat 5 kabupaten yakni; kabupaten Kulon Progo, Kota
Yogyakarta, kabupaten Bantul, kabupaten Gunung Kidul, dan kabupaten
Sleman. Setiap kabupaten tersebut memiliki kebijakannya masing-masing
dalam mengambil keputusan. Untuk kabupaten yang tetap melanjutkan
kurikulum 2013 adalah kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan
kabupaten Sleman, untuk kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung
Kidul belum secara resmi menyatakan melaksanakan implementasi
kurikulum 2013, dan kembali pada kurikulum KTSP atau kurikulum 2006.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa
Yogyakarta (Disdikpora DIY) Baskara Aji menyampaikan bahwa
pelaksanaan kurikulum 2013 di DIY sudah dilakukan, bahkan sebelum
4model kurikulum itu diberlakukan. Pelaksanaan kurikulum 2013 pada
Tahun Ajaran 2013/2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 145
sekolah, SD berjumlah 64 sekolah, SMP 29 sekolah, SMA 29 sekolah, dan
SMK 23 sekolah. Pada Tahun Ajaran 2014/2015 pelaksanaan kurikulum
2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta berubah menjadi 2.661 sekolah, SD
sejumlah 1.851 sekolah, SMP sejumlah 431 sekolah, SMA sejumlah 160
sekolah, dan SMK sejumlah 219 sekolah. Beliau menyampaikan bahwa
aplikasi kurikulum 2013 di semester ini (2015) sebenarnya tidak ada
kendala, hanya keterlambatan buku, distribusi buku acuan yang menjadi
kendala (Kedaulatan Rakyat, 1 Februari 2015).
Kebijakan baru Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Anies
Baswedan yang memutuskan menghentikan sementara dan mengevaluasi
kurikulum 2013 yang sebelumnya telah dijalankan mayoritas sekolah di
Indonesia menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan dunia
pendidikan (Kedaulatan Rakyat, 2 Februari 2015).
Diberhentikan sementaranya kurikulum 2013 ini tidak
memberhentikan bagi sekolah-sekolah yang telah mengimplementasikan
kurikulum 2013 baik SD, SMP, SMA dan SMK, hanya saja bagi sekolah
yang dirasa belum siap melaksanakan kurikulum 2013 dapat kembali pada
kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Peneliti memfokuskan pada
tingkat Sekolah Menengah Atas untuk melihat bagaimana Disdikpora DIY
dalam membuat kebijakan pelaksanaan kurikulum 2013. Sekolah
Menengah Atas merupakan sekolah terakhir sebelum peserta didik
5melanjutkan ke perguruan tinggi pada umumnya, sehingga menarik untuk
diteliti mengenai implementasi kurikulum 2013 tersebut. Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006
dan Kurikulum 2013, Pasal 1 bahwa SMA yang baru melaksanakan
Kurikulum 2013 satu semester yang dimulai pada tahun pelajaran
2014/2015 harus kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai
semester kedua pada tahun pelajaran 2014/2015. Kebijakan tersebut bagi
SMA yang tidak termasuk dalam rintisan harus mempersiapkan diri untuk
melaksanakan Kurikulum Tahun 2006. Persiapan manajemen pengelolaan
meliputi; pendidik, administrasi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran,
dan prosedur penilaian.
Kurikulum 2013 digulirkan sebagai langkah pengembangan
kurikulum berbasis kompetensi yang telah dimulai pada tahun 2004 dan
kurikulum tahun 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan,
dan keterampilan secara terpadu, dan mulai tahun pelajaran 2013/2014
diimplementasikan secara bertahap mulai di kelas X jenjang Sekolah
Menengah Atas. Pada tahun pelajaran 2014/2015 Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan mengimplementasikan Kurikulum 2013 di kelas X dan
kelas XI di semua SMA, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (SE Mendikbud) Nomor 156928/MPK.A/KR/2013
Tahum 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013. Di Daerah Istimewa
6Yogyakarta implementasi kurikulum 2013 diperuntukan bagi semua
kabupaten, akan tetapi setiap kabupaten memiliki kebijakan tersendiri.
Pada tanggal 11 Desember tahun 2014 diterbitkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 160 Tahun 2014
tentang pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, Pasal
1 mengatakan bahwa “Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah
yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun
pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai
semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari
Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013”. Berdasarkan
permendikbud tersebut maka SMA yang baru melaksanakan Kurikulum
2013 satu semester yang dimulai pada tahun pelajaran 2014/2015 harus
kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua pada
tahun pelajaran 2014/2015 (Disdikpora DIY, 2015).
Kurikulum 2013 masih diimplementasikan pada lima kabupaten
yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk SMA berjumlah 29
Sekolah. Pada kabupaten Bantul yang melaksanakan kurikulum 2013
berjumlah 6 sekolah; SMAN 1 Kasihan, SMAN 1 Sedayu, SMAN 1
Bantul, SMAN 2 Bantul, SMAN 1 Sewon, dan SMAN 1 Jetis. Pada
kabupaten Gunungkidul yang melaksanakan kurikulum 2013 berjumlah 4
sekolah; SMAN 1 Wonosari, SMAN 2 Wonosari, SMAN 2 Playen, dan
SMAN 1 Karangmojo. Pada kabupaten Kulon Progo yang melaksanakan
Kurikulum 2013 berjumlah 3 Sekolah; SMAN 1 Wates, SMAN 2 Wates,
7dan SMAN 1 Sentolo. Pada kabupaten Sleman yang melaksanakan
kurikulum 2013 berjumlah 8 Sekolah; SMAN 1 Sleman, SMAN 1
Kalasan, SMA K. De Britto, SMAN 1 Godean, SMAN 1 Pakem, SMAN 1
Ngaglik, SMAN 1 Prambanan, dan SMAN 1 Seyegan. Pada Kota
Yogyakarta yang melaksanakan Kurikulum 2013 berjumlah 8 Sekolah;
SMAN 1 Yogyakarta, SMAN 2 Yogyakarta, SMAN 3 Yogyakarta, SMAN
8 Yogyakarta, SMA Muh. 1 Yogyakarta, SMA Muh. 2 Yogyakarta, SMA
Bopkri 1 Yogyakarta, dan SMA Stella Duce 1 Yogyakarta.
Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik
meneliti tentang Analisis Kebijakan Disdikpora DIY dalam Implementasi
Kurikulum 2013 pada Tingkat Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini
akan mendeskripsikan mengenai analisis kebijakan program pelaksanaan
Implementasi Kurikulum 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik
sekolah negeri atau swasta khususnya pada Sekolah Menengah Atas,
seperti apa kegiatan ini berlangsung, dan seberapa besar program kegiatan
ini berkonstribusi dalam proses belajar mengajar. Analisis kebijakan pada
penelitian ini adalah mengenai perumusan kebijakan (analysis for policy)
dengan melihat proses kebijakan untuk dapat diketahui apa saja kebijakan
yang dijalankan dan di buat oleh dinas daerah.
8B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya
menunjukan bahwa:
1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan realisasi
penerapan kurikulum 2013 di DIY cukup efektif dan tidak mengalami
kendala yang disampaikan oleh Kepala Disdikpora DIY. Padahal,
keterlambatan buku, dan distribusi buku acuan menjadi masalah
sebagai kendala dalam pelaksanaan Kurikulum 2013.
2. Pemerintah Kabupaten memiliki kebijakan tersendiri, dalam
pengambilan keputusan akan penggunaan Kurikulum 2013 atau beralih
pada kurikulum 2006 dengan dilihat dari kesiapan masing-masing
sekolahnya. Padahal kebijakan dari pemerintah pusat berlaku untuk
seluruh daerah, hal tersebut menyebabkan perbedaan dalam
pengambilan kebijakan pada tiap daerah.
3. Pemberlakuan kembali kurikulum 2006, yaitu bagi SMA peralihan dari
kurikulum 2013 ke kurikulum 2006 di DIY. Padahal masih terdapat
sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013, apa saja kebijakan yang
dibuat Disdikpora DIY dalam menyikapinya.
4. Pada Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 29 Sekolah
Menengah Atas yang tetap melaksanakan Kurikulum 2013, padahal
telah ada peralihan kurikulum 2013 ke kurikulum 2006.
9C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti  membatasi
masalah penelitian pada kegiatan Analisis Kebijakan Disdikpora DIY
dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Atas.
Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian menjadi lebih terfokus
dan bisa memberikan hasil yang maksimal. Pembatasan masalah dilakukan
pada tingkat SMA karena perubahan kurikulum tentu merubah proses
pembelajarannya, hal ini menjadi menarik ketika SMA merupakan tingkat
akhir sekolah yang ditempuh siswa dalam belajar sebelum siswa itu
melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis
Kebijakan Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Implementasi
Kurikulum 2013 pada tingkat Sekolah Menengah Atas?
E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Analisis
Kebijakan Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta dalam implementasi
Kurikulum 2013 pada tingkat Sekolah Menengah Atas.
F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Kebijakan Disdikpora
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam implementasi kurikulum 2013
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pada tingkat SMA. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat
dimanfaatkan untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum
pendidikan kaitannya dengan kurikulum 2013. Diharapkan melalui
penelitan ini menjadi suatu pertimbangan dalam perumusan kebijakan
pendidikan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan
wawasan baru mengenai analisis kebijakan Disdikpora DIY dalam
implementasi Kurikulum 2013 pada tingkat SMA.
b. Bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah untuk
menambah pengetahuan, informasi dan sebagai acuan dalam
pembuatan kebijakan pendidikan yang baik kaitannya dengan
kurikulum 2013.
c. Bagi Kebijakan adalah untuk menambah referensi dan informasi




A. Analisis Kebijakan Pendidikan
1. Pengertian Kebijakan Pendidikan
Monahan dan Hengst (1982) mengatakan kebijakan (policy)
secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu
“Polis” yang artinya kota (city). Dapat ditambahkan, kebijakan
mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan
mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini,
kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan
merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga
sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya
(Syafaruddin, 2008:75).
Abidin menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah
yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.
Gamage dan Pang, “kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang
sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran
tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan
memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program (Syafaruddin,
2008:75).”
Soebijanto Wj (1986) dalam Arif Rohman (2012: 85)
menjelaskan bahwa istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan
dengan berbagai istilah, yaitu perencanaan pendidikan (educational
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planning), rencana induk tentang pendidikan (master plan of
education), pengatur pendidikan (educational regulation), kebijakan
tentang pendidikan (policy of education), dan istilah yang lainnya yang
hampir sama dengan istilah tersebut. Arif Rohman (2012: 86)
mengatakan itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna
dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut. Kebijakan
pendidikan  merupakan suatu bagian dari kebijakan negara atau
kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan
kebijakan publik yang mengatur khususnya regulasi berkaitan dengan
penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan
perilaku dalam pendidikan.
Hugh Hedo menjelaskan secara umum kebijakan adalah cara
bertindak yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa
permasalahan. James E. Anderson juga memberikan rumusan
kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, dan
instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang
kegiatan (Arif Rohman, 2012: 86).
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa kebijakan adalah
sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut bisa yang
berwujud amat sederhana atau kompleks, bersifat umum ataupun
khusus, luas ataupun sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci,
kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam
maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu
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dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program
mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (Arif Rohman,
2012: 86).
Syafaruddin (2008: 76) mengatakan kebijakan berarti
seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan
yang membimbing sesuatu organisasi. Kebijakan dengan begitu
menunjukkan akan keseluruhan petunjuk organisasi. Dengan kata lain,
kebijakan merupakan hasil daripada keputusan manajemen tertinggi
yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip
dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah ke masa
depan. Secara ringkas ditegaskan bahwa hakikat kebijakan yaitu
sebagai petunjuk dalam organisasi.
Berdasarkan atas berbagai pendapat para pakar di atas maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan (educational
policy) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang
bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus,
baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses
politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana
tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan (Arif Rohman,  2012:
86).
2. Pengertian Analisis Kebijakan
William N. Dunn (2004) berpendapat analisis kebijakan (public
analysis) merupakan suatu disiplin ilmu yang berupaya memecahkan
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masalah dengan menggunakan teori, metode, dan substansi penemuan
tingkah laku dan ilmu-ilmu sosial, profesi sosial, dan filosofi sosial
politis (Nanang Fattah, 2012: 5). Yoyon Bahtiar Irianto (2011: 47-50)
mengemukakan bahwa dalam analisis kebijakan: (1) analisis kebijakan
dalam pendidikan harus mengkaji substansi, proses dan konteks
kebijakan pendidikan secara komprehensif. Apakah proses perumusan
kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan sudah
merujuk kaidah-kaidah keilmuan atau tidak; (2) pengembangan
asumsi-asumsi dalam kebijakan pendidikan harus merujuk pada
asumsi-asumsi pendidikan yang dikembangkan dalam paradigma
filsafat pendidikan yang universal, bukan merujuk pada paradigma
filsafat politik dan ketatanegaraan; (3) proses analisis terhadap
kebijakan pendidikan tidak parsial, tetapi haruslah komprehensif dan
multidisipliner menyangkut rumusan, implementasi, dan evaluasi
dampaknya. Dalam analisis perumusan kebijakan terdapat komponen-
komponen antara lain: ruang lingkup kebijakan, asumsi-asumsi dasar,
tujuan dan sasaran, kriteria, mekanisme atau prosedur yang harus
ditempuh, dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan; (4) kebijakan
pendidikan tidak bisa didekati dengan hanya menggunakan pendekatan
the compliance approach, atau the political approach secara sendiri-
sendiri, tetapi harus secara integratif.
Nanang Fattah (2012: 5) berpendapat analisis kebijakan adalah
suatu proses pengkajian multidisipliner yang dirancang secara kreatif,
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dengan penilaian yang kritis, dan mengkomunikasikan informasi yang
bermanfaat dan dipahami serta meningkatkan kebijakan. Metodologi
analisis kebijakan dipandang sebagai proses pengkajian yang
dirancang untuk menemukan solusi permasalahan secara praktis.
Pengajian yang dilakukan bermaksud untuk suatu proses penyelidikan
atau mencari solusi. Walaupun analisis kebijakan diartikan sebagai
suatu multidisipliner ilmu, sebagian besar ilmu tersebut bersifat
”Metodologis”, yang artinya ridak hanya digunakan metode dan
tekniknya saja, tetapi mengacu pada standar aturan dan prinsip-prinsip
yang memandu penggunanya.
Sebagian analisis kebijakan bersifat deskriptif, dengan bersandar
pada ilmu-ilmu sosial dan tingkah laku (behavior) yang berfungsi
untuk membuat dan membenarkan klaim tentang penyebab dan akibat
dari suatu kebijakan. Dalam analisis kebijakan juga berdasarkan
norma, yang berfungsi untuk mengevaluasi dan membenarkan klaim
tentang moral dan kegunaan yang diharapkan. Aspek pengaruh analisis
kebijakan yang berdasarkan norma adalah perlu sebab relevansi
kebijakan dengan pengetahuan dan mempertimbangkan akibat dan
prosesnya berlandaskan etika (Nanang Fattah, 2012: 6).
Yoyon Bahtiar Irianto (2011: 44-45) mengatakan analisis
kebijakan pendidikan yang digunakan di Indonesia sepertinya lebih
banyak menggunakan model analisis kebijakan politik publik yang
berdasarkan pada asumsi-asumsi politis. Indikator yang menunjukkan
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akan hal itu antara lain: adanya ketidakjelasan dalam asumsi-asumsi
yang digunakan terhadap permasalahn-permasalahan pendidikan, dan
dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan kurang kontekstual
sebagai suatu kebijakan yang utuh dan terintegrasi secara empirical,
evaluative, normative, predictive yang memberi pedoman jelas bagi
para formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
Michael Hill (via Riant Nugroho, 2008: 244) mengemukakan
terdapat dua jenis analisis kebijakan, yaitu analisis tentang suatu (atau
beberapa) kebijakan (studies of policies), dan analisis untuk
(merumuskan suatu atau beberapa) kebijakan (studies for policies).
Dalam penelitian ini lebih menekankan pada (studies for policies)
analisis untuk suatu perumusan kebijakan. Analisis kebijakan menurut
Hill pada analysis for policy, dapat dipahami dalam empat bentuk.
Analisis dalam bentuk evaluasi tentang impak suatu kebijakan atau
kemungkinan impak kebijakan pada suatu kebijakan. Analisis untuk
menyediakan informasi dalam rangka pembuatan keputusan.
Pemahaman ini yang dipergunakan sebagai analisis kebijakan pada
pemaparan ini. Analisis dalam bentuk advokasi proses kebijakan
adalah analisis kebijakan yang ditunjukkan untuk memberikan nasihat
atau advis kebijakan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.
Analisis kebijakan dalam bentuk nasihat kebijakan, yaitu berupa
analisis kebijakan yang ditujukan untuk menyempurnakan suatu
kebijakan yang ada.
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Nugroho (2008: 244) mengemukakan terdapat dua pemilahan
analisis kebijakan, yaitu analysis of policy dan analysis for policy.
Dalam analysis for policy merupakan kajian utama penelitian ini yang
berisikan mengenai analisis untuk merumuskan kebijakan, analisis
untuk memprediksi impak kebijakan, analisis untuk memperbaiki isi
kebijakan, analisis untuk memperbaiki implementasi kebijakan, dan
analisis untuk memperbaiki proses kebijakan (H.A.R. Tilaar dan Riant
Nugroho, 2008: 244-245).
Analisis untuk merumuskan suatu kebijakan adalah analisis
untuk mempersiapkan rumusan dari suatu kebijakan publik tertentu.
Analisis untuk memperkirakan impak berkenaan dengan kemungkinan
capaian dari kebijakan. Analisis ini dapat mengambil bentuk simulasi
impak kebijakan maupun tes-regangan, atau stressed-test, atau juga
dikenal sebagai sensitivity test, yaitu test untuk mengetahui seberapa
mungkin suatu kebijakan mencapai kinerja tertentu dalam berbagai
tekanan lingkungan internal dan eksternal yang mungkin terjadi di
masa depan. Analisis yang berkenaan dengan perbaikan muatan
kebijakan merupakan evaluasi kebijakan yang tujuannnya adalah
memberikan perbaikan muatan kebijakan. Analisis yang berkenaan
dengan implementasi kebijakan mengacu kepada nasihat tentang
bagaimana suatu kebijakan publik dilaksanakan. Kedua tipe analisis
ini, rumusan dan implementasi pada dasarnya masuk dalam kelompok
policy refinement, yang merupakan upaya meningkatkan kinerja dari
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suatu kebijakan yang sudah ada. Analisis yang berkenaan dengan
perbaikan proses kebijakan pada dasarnya mencakup analisis untuk
perbaikan isi, implementasi, ditambah lingkungan kebijakan.
Analisis kebijakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan
sebelum perumusan kebijakan, atau merupakan proses inisiasi dari
perumusan kebijakan, dengan pendekatan ilmu kebijakan, dengan
menggunakan satu atau kombinasi pendekatan metodologis, dalam
waktu yang sangat pendek, dengan produk berupa policy
recommendation, atau rekomendasi kebijakan. Sebuah analisis
kebijakan cenderung bersifat subjektif terhadap klien dan tujuan klien.
Berdasarkan pendapat dari berbagai tokoh di atas analisis
kebijakan lebih menekankan pada perumusan kebijakan atau analysis
for policy. Analysis for policy mencakup lima hal yaitu merumuskan
kebijakan, memprediksi impak kebijakan, memperbaiki isi kebijakan,
memperbaiki implementasi kebijakan, dan memperbaiki proses
kebijakan.
3. Aneka Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan
Kebijakan pendidikan pada umumnya dirancang dan
dirumuskan yang kemudian diimplementasikan. Arif Rohman (2012:
90) mengemukakan kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara
hati-hati lebih-lebih yang menyangkut persoalan krusial atau persoalan
makro, maka hampir pasti perumusan kebijakan pendidikan tersebut
dilandasi oleh suatu faham teori tertentu. Dalam proses perumusannya,
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para pemegang kewenangan pengambilan kebijakan (decision maker)
terlebih dahulu telah mempertimbangkan secara masak-masak
(rasionalitas, proses, hasil, serta efek samping yang ada).
Hodgkinson (Arif Rohman, 2012: 90) berpendapat dalam semua
jenis yang ada dalam perumusan kebijakan selalu berkaitan dengan
aspek metapolicy, karena akan menyangkut hakekat (substance), sudut
pandang (perspective), sikap (atitude), dan perilaku (behavior) yang
tersembunyi maupun yang nyata dari aktor-aktor yang bertanggung
jawab. Metapolicy mempersoalkan mengapa dan bagaimana sebuah
kebijakan (termasuk pendidikan) dipikirkan dan dirumuskan. Bahkan
kajian metapolicy ini bisa mengarahkan kepada kajian yang bersifat
filosofik. Bahwa kebijakan pendidikan selalu dirumuskan dengan
pertimbangan-pertimbangan filosofis dan teoritis tertentu.
Arif Rohman (2012: 91) mengemukakan terdapat dua
pendekatan yang direkomendasikan kepada para penentu atau
berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan. Dua
pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan tersebut antara
lain: 1) Social Demand Approach, dan 2) Man-Power Approach.
Penjelasan hal ini adalah sebagai berikut :
1) Social Demand Approach
Social demand approach adalah suatu pendekatan dalam
perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada
aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh
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masyarakat. Pada pendekatan jenis ini para pengambil kebijakan
akan terlebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi
yang berkembang di masyarakat sebelum mereka merumuskan
kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Bahkan kalau perlu
mereka melakukan hearing dan menangkap semua aspirasi dari
bawah secara langsung (Arif Rohman, 2012: 91).
Dalam masyarakat yang telah maju, proses hearing atau
penjaringan aspirasinya melalui masyarakat lapisan bawah (grass-
root) dan dapat dilakukan melalui banyak cara, contohnya dengan
melalui jajak pendapat, arus wacana yang berkembang, penelitian,
atau dengan cara pemilihan umum. Sedangkan bagi masyarakat
yang belum maju, proses penjaringan informasinya dapat dilakukan
dari bawah biasanya melalui rembug deso, jagong, sarasehan,
perkumpulan di kelurahan, dan sebagainya.
Pendekatan social demand sesungguhnya tidak hanya
merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya suatu
kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespon tuntutan
masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan.
Adanya partisipasi masyarakat di setiap lapisan diharapkan akan
menjadi hal baik pada perumusan kebijakan pendidikan begitu juga
dalam implementasi kebijakan pendidikan.
Pendekatan kebutuhan sosial (social demand approach)
dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tipe
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perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya, suatu kebijakan
baru dapat dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyarakat
terlebih dahulu, sehingga para pejabat berwenang hanya menunggu
dan selalu menunggu. Namun dari sisi positif, model pendekatan
ini lebih demokratis sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat
dan pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan akan selalu
mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga keberhasilan
pelaksanaannya akan tinggi dan resiko kegagalannya akan rendah
(Arif Rohman, 2012: 92).
2) Man Power Approach
Arif Rohman (2012: 92-94) menjelaskan pendekatan jenis ini
lebih bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam
rangka menciptakan ketersediaan sumber daya manusia (human
resources) yang memadai di masyarakat. Pendekatan man-power
ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak,
apakah masyarakat menuntut dibuatkan suatu kebijakan pendidikan
tertentu atau tidak; tetapi yang utama adalah menurut
pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut
pandang pengambilan kebijakan.
Dalam pendekatan man-power, pemerintah sebagai pimpinan
suatu bangsa pada umumnya melihat bahwa suatu bangsa akan bisa
maju, kalau memiliki banyak warga yang mempunyai kapasitas dan
kapabilitas yang memadai. Dengan kata lain, memiliki kualitas
22
sumberdaya manusia (human resources) yang dapat diandalkan.
Salah satu indikator kualitas masing-masing suatu warga bangsa
adalah mengenai pendidikan formalnya. Oleh karena itu,
pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam
memimpin warga bangsa untuk merumuskan suatu kebijakan
pendidikan.
Man-power approach kurang menghargai yang namanya
demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan, namun proses
perumusan kebijakan pendidikan yang ada dapat berlangsung
secara efisien dalam perumusannya, serta lebih berdimensi jangka
panjang.
4. Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan
Arif Rohman (2012: 94) sebelum merumuskan kebijakan
pendidikan, maka seorang perumus kebijakan umumnya
mempertimbangkan terhadap aneka komponen suatu kebijakan
pendidikan. Komponen-komponen dari suatu kebijakan pendidikan
adalah:
1) Suatu kebijakan pendidikan yang hendak diwujudkan harus
memiliki tujuan (goal) yang jelas sebagaimana diinginkan.
2) Tujuan yang diinginkan itu harus direncanakan (plans) atau harus
ada proposal secara matang, yakni pengertian yang spesifik dan
operasional untuk mencapai tujuan.
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3) Harus ada program, yaitu upaya dan cara-cara dari yang berwenang
untuk mencapai tujuan.
4) Decision, yaitu segenap tindakan untuk menentukan tujuan,
membuat rencana melaksanakan dan mengevaluasi program.
5) Efect, yaitu akibat-akibat dari program yang akan dijalankan baik
yang diinginkan atau disengaja maupun tidak disengaja, baik yang
primer maupun yang sekunder.
Udoji (Arif Rohman, 2012: 96) menjelaskan perumusan
kebijakan merupakan proses yang berkenaan dengan pengartikulasian
dan pendefinisian masalah, formulasi kemungkinan jawaaban
terhadap segenap tuntutan politik, penyampaian segenap tuntutan
tersebut ke dalam sistem politik, pemberian sanksi atau legitimasi
terhadap tindakan yang dipilih, serta pengesahan atas pelaksanaan,
pengawasan, dan umpan balik.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan
mengenai perumusan kebijakan adalah proses menyikapi suatu
kebijakan yang telah dilaksanakan atau kebijakan yang belum
dilaksanakan, dengan pertimbangan komponen-komponen pada
perumusan kebijakan.
Thomas R. Dye (1981) mengemukakan bahwa dalam setiap
kebijakan, baik itu mengenai perumusan kebijakan, implementasi
kebijakan maupun evaluasi kebijakan, maka aspek-aspek lingkungan
harus memperoleh pertimbangan yang matang, sehingga tidak
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bertentangan dengan fungsi negara atau pemerintah itu sendiri. Model
yang diusulkan oleh Dye dalam studi kebijakan adalah perlu
mengidentifikasi masalah, kemudian menyusun usulan kebijakan,
setelah diseleksi, maka kebijakan disahkan untuk kemudian
diimplementasikan. Kemudian, diadakan evaluasi untuk menganalisis
akibat dari kebijakan tersebut (Yoyon Bahtiar Irianto, 2011: 35).
Model proses kebijakan yang dikembangan oleh Thomas R. Dye
sebagai berikut:
Gambar 1. Proses Kebijakan Dye
Sumber: Dikutip dari Riant Nugroho (2008: 177).
William N. Dunn (1994) mengungkapkan lebih memandang
pada aspek pengkajian, proses perumusan dan komunikasi kebijakan.
Dalam aspek pengkajian berkenaan dengan: metodologi analisis,
informasi yang relevan, dan prosedur analisis. Aspek proses
perumusan berkenaan dengan: Penyusunan agenda kebijakan, yang
berkaitan dengan perumusan masalah; Formulasi kebijakan, yang
berkaitan dengan peramalan; Adopsi kebijakan, yang berkaitan




















yang berkaitan dengan proses pemantauan terhadap pelaksanaan
kebijakan; Penilaian kebijakan, yang berkaitan dengan evaluasi
pelaksanaan kebijakan, baik yang menyangkut hasil-hasil dan dampak
dari suatu kebijakan. Sedangkan aspek komunikasi kebijakan
berkenaan dengan: dokumen yang relevan, presentasi, dan
penggunaan pengetahuan (Yoyon Bahtiar Irianto, 2012: 36).
Gambar 2. Analisis Kebijakan dalam Proses Perumusan Kebijakan
Sumber: William N. Dunn, Public Policy Analysis: An Introduction
dikutip dari Yoyon Bahtiar Irianto, 2012: 36.
Metodologi analisis kebijakan berkenaan dengan sistem standar,
aturan dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan
mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan untuk merumuskan
dan memecahkan masalah-masalah kebijakan. Metodologi ini dapat

























Normatif yaitu mengkritisi sistem nilai; Multiplisisme yaitu proses
triangulasi dalam mengembangkan pengetahuan yang relevan dengan
kebijakan melalui operasionisme berganda, penelitian multimetode,
sistesis-analisis berganda, analisis multivarian, analisis pelaku
berganda, analisis perspektif berganda, dan komunikasi multimedia;
Sedangkan informasi yang relevan untuk kebijakan berkenaan dengan
aspek masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, kinerja
kebijakan, dan masalah kebijakan (Yoyon Bahtiar Irianto, 2012: 36-
37).
Gambar 3. Informasi yang Relevan dalam Prosedur Analisis
Kebijakan
Sumber: William N. Dunn, Public Policy Analysis: An Introduction
dikutip dari Yoyon Bahtiar Irianto, 2012: 37.
Pada aspek proses perumusan kebijakan, berkenaan dengan:
penyusunan agenda kebijakan, yaitu menempatkan masalah pada suatu
agenda publik, formulasi kebijakan adalah merumuskan alternatif




























yudikatif. Adopsi atau penentuan kebijakan adalah pemilihan alternatif
yang diadopsi menjadi suatu kebijakan, bisa secara konsensus atau
berdasarkan mayoritas, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan
kebijakan pada unit-unit administratif melalui mobilisasi sumber daya.
Evaluasi kebijakan yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap proses
dan hasil kebijakan berdasarkan persyaratan peraturan pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan.
B. Implementasi Kebijakan Pendidikan
1. Definisi Implementasi Kebijakan
Suatu implementasi kebijakan merupakan hal yang dilaksanakan
tidak hanya dari pemerintah pendidikan, akan tetapi melibatkan politik,
sosial, hukum, dan organisasi atau administrasi untuk kesuksesan
implementasi kebijakannya.
Solichin Abdul Wahab (Arif Rohman, 2012: 105-106)
menjelaskan pada kamus Webster, implementasi diartikan sebagai to
provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk
melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan
dampak/akibat terhadap sesuatu). Pengertian di atas mengandung arti
bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses
menjalankan keputusan kebijakan. Wujud dari keputusan kebijakan ini
biasanya berupa undang-undang, instruksi presiden, peraturan
pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya.
28
Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2012: 106)
mengungkapkan implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai
keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan
terlebih dahulu. M. Ja’far Juned (via Arif Rohman, 2012: 106)
menjelaskan tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk
menstransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun
usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan
kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
Selanjutnya, M. Grindle (Arif Rohman, 2012: 106)
menambahkan bahwa proses implementasi mencakup tugas-tugas
“membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan
dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Seperti
halnya dalam mengarahkan tugas-tugas bagi sasaran atau obyeknya,
penggunaan dana, waktunya, memanfaatkan organisasi pelaksana,
partisipasi masyarakat, kesesuaian program dengan tujuan kebijakan,
dan lain-lain.
Charles O. Jones (Arif Rohman, 2012:106) menjelaskan dalam
menganalisis masalah implementasi kebijakan didasarkan pada
konsepsi aktivitas-aktivitas fungsional. Implementasi adalah suatu
aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.
Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program tersebut
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adalah: (1) Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali
sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar
bisa berjalan; (2) Interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program
menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta
dilaksanakan; (3) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin
bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan
tujuan atau perlengkapan program.
Riant Nugroho (2008: 115) mengatakan implementasi kebijakan
pada dasarnya merupakan hal yang menentukan dalam kebijakan
publik. Arif Rohman (2012: 107) mengatakan lebih lanjut dari paparan
di atas, implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang
tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan
ketaatan kepada kelompok sasaran (target groups), melainkan juga
menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang
langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari
berbagai pihak yang terlibat dalam program. Kesemuanya itu
menunjukkan secara spesifik dari proses implementasi yang sangat
berbeda dengan proses formulasi kebijakan pendidikan. Implementasi
kebijakan pendidikan sebenarnya tidak menjadi monopoli birokrasi
pendidikan yang secara hirarkis dilakukan dari paling atas kantor
Kementerian Pendidikan Nasional sampai dengan paling bawah yaitu
Ranting Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Dalam implementasi
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kebijakan pendidikan, baik pemerintah, masyarakat serta sekolah
idealnya secara bersamaan dan saling bahu-membahu dalam bekerja
dan melaksanakan tugas-tugasnya demi suksesnya implementasi
kebijakan pendidikan tersebut.
2. Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan
Solichin Abdul Wahab (via Arif Rohman, 2012: 107)
mengatakan teori-teori yang menonjol adalah teori yang
dikembangkan oleh :
a. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn
Dua ahli yang bernama Brian W. Hogwood dan Lewis A.
Gunn ini oleh para ahli ilmu politik dikelompokkan sebagai
pencetus teori yang menggunakan pendekatan ‘the top-down
approach’. Menurut kedua ahli ini, untuk dapat
mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (perfect
implementation), maka dibutuhkan banyak syarat. Syarat-syarat
tersebut adalah:
1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi
pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala
yang serius.
2) Untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan
sumber-sumber yang cukup memadai.
3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar
ada atau tersedia.
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4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu
hubungan kausalitas yang handal.
5) Hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung
dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7) Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan
terhadap tujuan
8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang
tepat.
9) Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaaan dapat
menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
b. Van Meter dan Van Horn
Van Meter dan Van Horn mengawali gagasan teorinya
dengan mengajukan pertanyaan mengapa ada implementasi yang
berhasil dan mengapa ada implementasi yang gagal? Pertanyaan
itu kemudian dijawabnya sendiri dengan menyampaikan enam
variabel yakni dua varabel utama dan empat variabel tambahan
yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja kebijakan.
Keenam variabel tersebut meliputi: standar dan tujuan kebijakan
sumber daya, komunikasi, interorganisasi dan aktivitas
pengukuhan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial,
ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana.
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Teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn
ini adalah terori yang berangkat dari argumen bahwa perbedaan-
perbedaan dalam proses implmentasi akan sangat dipengaruhi oleh
sifat kebijakan yang akan dilaksanakan; Sebab setiap kebijakan
memiliki karakteristik sifat yang berlainan. Selanjutnya mereka
menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk
menghubungkan antara issu kebijakan dengan implementasi serta
suatu model konseptual yang mempertautkan kebijakan dengan
prestasi kerja.
c. Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier
Arif Rohman (2012: 109-110) mengatakan teori yang
dikembangkan oleh Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier
menurut beberapa ahli disebut sebagai ‘a frame work for
implementation analysis’ atau Kerangka Analisis Implementasi
(KAI). Menurut kedua pelopor teori ini, bahwa peran penting dari
Kerangka Analisis Implementasi (KAI) dari suatu kebijakan
khususnya kebijakan pendidikan adalah mengidentifikasikan
variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-
tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.
Solichin Abdul Wahab (via Arif Rohman, 2012: 110)
menjelaskan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi
tercapainya tujuan formal implementasi tersebut selanjutnya dapat
diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yang meliputi:
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1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk
dikendalikan,
2) Kemampuan dari keputusan kebijakan untuk menstrukturkan
secara tepat proses implementasinya,
3) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap
keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam
keputusan kebijakan tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan implementasi
kebijakan pendidikan meliputi beberapa variabel yaitu meliputi;
standar dan tujuan kebijakan sumber daya, komunikasi,
interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen
pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter
pelaksanaan. Setiap kebijakan memiliki karakteristik yang berbeda,
maka perlu adanya identifikasi variabel-variabel yang dapat
mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pada keseluruhan proses
implementasinya.
3. Peran Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan
a. Kajian Birokrasi
Istilah birokrasi semula dikemukakan oleh Marthin Albrow
untuk memberikan atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh
seorang physiocrat Prancis Vincent de Gournay yang untuk
pertama kali memakai istilah birokrasi dalam menguraikan sistem
pemerintahan Prusia tahun 1745. Sedangkan konsepsinya pertama
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kali digagas oleh Max Weber. Dalam perbendaharaan bahasa abad
ke-18, birokrasi berasal dari kata bureau (biro) yang berarti meja
tulis, atau suatu tempat yang digunakan para pejabat dalam
bekerja. Istilah ini kemudian mengalami transliterasi, sehingga
istilah tadi menjadi bagian dalam perbendaharaan istilah politik
internasional, yakni bureaucratie (Prancis), atau bureaukratie
(Jerman) yang akhirnya menjadi burokratie, atau di Itali disebut
burocrazia, dan di Inggris disebut bureaucracy (Arif Rohman,
2012: 121).
Birokrasi sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang
atau kekuasaan administrasi pemerintahan dalam layanan,
pengawasan, serta pengenalan partisipasi publik tersebut
sebenarnya merupakan organisasi yang diciptakan agar bisa
memaksimalkan hasil secara efisien atas tugas-tugas yang
dijalankan.  Birokrasi menurut Max Weber harus dirancang dan
dibentuk menjadi sebuah organisasi yang memiliki penampilan
sebagai ’tipe ideal’. Agar birokrasi dapat berfungsi secara efektif,
maka harus memiliki karakteristik antara lain:
1) Para anggota staf secara pribadi menjalankan tugas-tugas
impersonal jabatan mereka,
2) Adanya hirarkhi jabatan yang jelas,
3) Fungsi masing-masing jabatan ditentukan secara tegas,
4) Pejabat diangkat berdasarkan kontrak,
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5) Pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesional didasarkan
dengan ijazah yang diperoleh melalui ujian,
6) Pejabat diberi gaji dan pensiun menurut jenjang kedudukan
dalam hirarkhi,
7) Pejabat dapat selalu menempati posnya namun dalam keadaan
tertentu dapat diberhentikan,
8) Ada struktur karier dan promosi menurut pertimbangan
keunggulan (superior) dari segi senioritas dan keahlian (Arif
Rohman, 2012: 122-123).
Birokrasi dalam penelitian ini dimaksudkan adalah mengenai
peran Dinas daerah dalam menangani kebijakan pendidikan yang
diambilnya untuk keberlangsungan pelaksanaan pendidikan itu
sendiri. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga daerah Istimewa
Yogyakarta dalam merumuskan kebijakan pendidikan mengenai
kurikulum 2013 implementasinya pada tingkat SMA ini dengan
memperhatikan tiga hal pokok yang diungkapkan oleh Yoyon
Bahtiar Irianto (2011: 98), yaitu kewenangan, kemampuan, dan
kebutuhan masing-masing daerah dengan berasakan pada
demokrasi, pemberdayaan, dan pelayanan umum di bidang
pendidikan.
b. Peran Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan
Arif Rohman (2012: 126) berpendapat dalam semua kegiatan
implementasi kebijakan, menurut Charles O. Jones selalu ada dua
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aktor yang terlibat didalamnya, yaitu: (a) Beberapa orang di luar
para birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas
implementasi; dan (b) Para birokrat sendiri yang terlibat dalam
aktivitas fungsional, di samping tugas-tugas implementasi.
Untuk menjalankan peran fungsional dalam implementasi
kebijakan pendidikan, birokrasi perlu melakukan upaya dalam ilmu
sosial dikenal dengan istilah Model Implementasi Adaptif
(Adaptive Implementation Model). Model Implementasi Adaptif
atau MIA adalah model penetapan suatu proses yang
memungkinkan kebijakan dapat dimodifikasikan, dispesifikasikan,
dan direvisi (Arif Rohman, 2012: 128).
Penelitian ini terkait dengan peran Dinas Pendidikan,
Pemuda, dan Olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai
kebijakan pendidikan dalam meimplementasikan kurikulum 2013
pada tingkat SMA. Lembaga ini mempunyai relevansi dalam
menangani kurikulum. Dinas mengharapkan agar daerahnya harus
mampu mengoptimalkan semua potensi kelembagaan yang ada
dalam masyarakat, baik pada lembaga-lembaga pendidikan yang
dikelola pemerintah, masyarakat, atau swasta.
C. Kajian Kurikulum
1. Pengertian Kurikulum
Zainal Arifin (2011) menjelaskan secara etimologis istilah
kurikulum (curriculum) berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang
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artinya “pelari” dan curere yang berarti “tempat berpacu”. Istilah
kurikulum berasal dari dunia olah raga, terutama dalam bidang atlentik
pada zaman Romawi Kuno di Yunani. Dalam bahasa Prancis, istilah
kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seseorang
pelari dari garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh
medali atau penghargaan. Jarak yang harus ditempuh tersebut
kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang
terlibat di dalamnya.
Wina Sanjaya (2008: 3) berpendapat istilah kurikulum juga
digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki
penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam
penafsiran yang berbeda itu, ada juga kesamaannya. Kesamaan
tersebut adalah, bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha
mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai. Kurikulum memang diperuntukkan untuk anak didik, seperti
yang diungkapkan Murray Print (1993) yang mengungkapkan bahwa
kurikulum meliputi:
1) Planned learning experiences;
2) Offered within an educational instituation/program;
3) Represented as a document; and
4) Includes experiences resulting form implementing that document.
Print memandang bahwa sebuah kurikulum meliputi
perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan
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yang diwujudkan dalam sebuah dokumen serta hasil dari implementasi
dokumen yang telah disusun. Kurikulum sesungguhnya memiliki tiga
dimensi pengertian, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran,
kurikulum sebagai pengalaman belajar dan kurikulum sebagai
perencanaan program pembelajaran. Pendapat Saylor Alexander dan
Lewis (1981) yang dikutip oleh Wina Sanjaya (2008: 4) yaitu
kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus
ditempuh oleh peserta didik, merupakan konsep kurikulum yang
sampai saat ini banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan.
2. Fungsi Kurikulum dan Tujuan Pendidikan Nasional
McNeil (1990) berpendapat isi kurikulum memiliki empat
fungsi yaitu (a) fungsi pendidikan umum (common and general
education); (b) suplementasi (supplementation); (c) eksplorasi
(exploration); dan (d) keahlian (specialization).
a. Fungsi pendidikan umum (common and general education) yaitu
fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka
menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai
warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kurikulum harus
dapat memberikan pengalaman belajar kepada setiap peserta didik
agar mampu menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan,
memahami setiap hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat
dan makhluk sosial. Dengan demikian, fungsi kurikulum harus
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diikuti oleh setiap peserta didik pada jenjang dan level atau jenis
pendidikan mana pun.
b. Suplementasi (supplementation) yaitu setiap peserta didik memiliki
perbedaan baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan
minat, maupun perbedaan bakat. Kurikulum sebagai alat
pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap
peserta didik sesuai dengan perbedaan tersebut. Dengan demikian,
setiap anak memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan
dan wawasan yang lebih baik sesuai dengan minat dan bakatnya.
Artinya, peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata
harus terlayani untuk mengembangkan kemampuan secara
optimal; sebaliknya siswa yang memiliki kemampuan di bawah
rata-rata juga harus terlayani sesuai dengan kemampuannya.
c. Eksplorasi (exploration) yaitu memiliki makna bahwa kurikulum
harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat
masing-masing peserta didik. Melalui fungsi ini peserta didik
diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya,
sehingga memungkinkan mereka belajar tanpa adanya paksaan.
Namun demikian, proses eksplorasi terhadap minat dan bakat
peserta didik bukan merupakan suatu perkara yang mudah
dilakukan. Terkadang terdapat pemaksaan dari pihak luar,
misalnya para orang tua, yang sebenarnya anak tidak memiliki
minat dan bakat terhadap bidang tertentu, mereka dipaksa untuk
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memilihnya hanya karena alasan-alasan tertentu yang sebenarnya
tidak rasional. Oleh karenanya, para pengembang kurikulum harus
dapat menggali rahasia keberbakatan anak yang kadang-kadang
tersembunyi.
d. Keahlian (specialization) yaitu kurikulum berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya
yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Dengan demikian,
kurikulum harus memberikan  pilihan berbagai bidang keahlian,
misalnya perdagangan, pertanian, industri atau disiplin akademik.
Bidang-bidang semacam itu yang diberikan sebagai pilihan, yang
pada akhirnya setiap peserta didik memiliki keterampilan-
keterampilan sesuai dengan bidang spesialisasinya. Untuk itu
pengembangankurikulum juga melibatkan para spesialis untuk
menentukan kemampuan apa yang harus dimiliki setiap siswa
sesuai dengan bidang keahliannya (Wina Sanjaya, 2008: 12-13).
Secara makro pendidikan nasional bertujuan membentuk
organisasi pendidikan yang sifatnya otonom sehingga melakukan
inovasi dalam pendidikan untuk menuju suatu lembaga yang beretika,
selalu menggunakan nalar, berkemampuan komunikasi sosial yang
positif dan memiliki sumber daya manusia yang sehat dan tangguh.
Secara mikro pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika
(beradab dan berwawasan budaya bangsa Indonesia), memiliki nalar
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(maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab),
berkemampuan komunikasi sosial (tertib dan sadar hukum, kooperatif
dan kompetitif, demokratis), dan berbadan sehat sehingga menjadi
manusia mandiri (Mulyasa, 2014: 20).
Acuan di atas menjadikan sosok manusia Indonesia lulusan dari
berbagai jenjang pendidikan formal seharusnya memiliki ciri-ciri salah
satunya pada jenjang pendidikan menengah umum, antara lain:
a. Memiliki keimanan dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
mulai mapan;
b. Memiliki etika (sopan santun dan beradab);
c. Memiliki penalaran yang baik (dalam kajian materi kurikulum,
kreatif, inisiatif serta memiliki tanggung jawab) dan penalaran
sebagai penekanannya;
d. Kemampuan berkomunikasi/sosial (tertib, sadar aturan dan
perundang-undang, dapat bekerja sama, mampu bersaing,
toleransi, menghargai hak orang lain, dapat berkompromi); dan
e. Dapat mengurus dirinya dengan baik.
Jika apa yang telah diuraikan di atas dapat diimplementasikan
melalui kurikulum 2013, maka bangsa Indonesia ke depan akan
menjadi bangsa dan negara yang bermartabat, yang dapat
mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain dalam tatanan global.
Untuk kepentingan tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai
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standarisasi dan profesionalisasi pendidikan, seperti yang dituangkan
dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (SNP), yang telah disempurnakan dalam
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Mulyasa, 2014: 22).
3. Kurikulum 2013
a. Perubahan dan Pengembangan Kurikulum 2013
Kurikulum itu dikatakan sebagai suatu yang bersifat
dinamis dalam sistem pendidikan, serta harus selalu dilakukan
perubahan dan pengembangan, agar dapat mengikuti
perkembangan zaman. Meskipun demikian perubahan dan
pengembangan itu harus dilakukan secara sistematis dan terarah,
tidak asal berubah. Perubahan dan pengembangan kurikulum juga
harus memiliki visi dan arah yang jelas, mau dibawa kemana
sistem pendidikan nasional dengan kurikulum tersebut.
Sehubungan dengan itu, sejak adanya perubahan dan
pengembangan Kurikulum 2013 digulirkan, telah memunculkan
berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang pro maupun
yang kontra (Mulyasa, 2014: 59).
Perlunya perubahan kurikulum juga karena adanya
beberapa kelemahan yang ditemukan dalam KTSP 2006 antara lain
(diadaptasi dari materi sosialisasi Kurikulum 2013).
1) Isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat, yang
diindikasikan dengan masih banyaknya mata pelajaran dan
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banyaknya materi yang keluasan dan kesukarannya melebihi
tingkat perkembangan usia anak.
2) Kurikulum yang belum mengembangkan kompetensi secara
utuh sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional.
3) Berbagai kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi
oleh aspek pengetahuan, belum sepenuhnya menggambarkan
pribadi peserta didik (pengetahuan, keterampilan, dan sikap).
4) Berbagai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, seperti pendidikan karakter,
kesadaran lingkungan, pendekatan dan metode pembelajaran
konstruktifistik, keseimbangan soft skills and hard skills, serta
jiwa kewirausahaan, belum terakomodasi di dalam kurikulum.
5) Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap berbagai
perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional,
maupun global.
6) Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan
pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran
yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang
berpusat pada guru.
7) Penilaian belum menggunakan standar penilaian berbasis
kompetensi, serta belum tegas memberikan layanan remidial
dan pengayaan secara berkala (Mulyasa, 2014: 60-61).
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Mulyasa (2014: 61-63) mengungkapkan terdapat beberapa
kesenjangan dalam kurikulum KTSP, sehingga adanya perubahan
dan pengembangan kurikulum. Beberapa yang diidentifikasikan
dalam kesenjangan kurikulum adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Kesenjangan Kurikulum
KONDISI SAAT INI KONSEP IDEAL
A. KOMPETENSI LULUSAN A. KOMPETENSI LULUSAN
1 Belum sepenuhnya menekankanpendidikan karakter 1 Berkarakter mulia
2 Belum menghasilkanketerampilan sesuai kebutuhan 2 Keterampilan yang relevan
3 Pengetahuan-pengetahuan lepas 3 Pengetahuan-pengetahuan terkait
B. Materi Pembelajaran B. Materi Pembelajaran
1 Belum relevan dengan kompetensiyang dibutuhkan 1
Relevan dengan materi yang
dibutuhkan
2 Beban Belajar terlalu berat 2 Materi esensial
3 Terlalu luas, kurang mendalam 3 Sesuai dengan tingkat perkembangan
anak
C. Proses Pembelajaran C. Proses Pembelajaran
1 Berpusat pada guru 1 Berpusat pada peserta didik
2 Proses pembelajaran berorientasipada buku teks 2 Sifat pembelajaran yang kontekstual
3 Buku teks hanya memuat materibahasan 3
Buku teks memuat materi dan proses
pembelajaran sistem penilaian serta
kompetensi yang diharapakan
D. Penilaian D. Penilaian
1 Menekankan aspek kognitif 1 Menekankan aspek kognitif, afektif,psikomotorik secara proporsional
2 Tes menjadi cara penilaian yangdominan 2
Penilaian tes pada portofolio saling
melengkapi
E. Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
E. Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1 Memenuhi kompetensi profesi saja 1 Memenuhi kompetensi profesi,pedagogi, sosial, dan personal
2 Fokus pada ukuran kinerja PTK 2 Motivasi mengajar






Pemerintah pusat dan daerah
memiliki kendali kualitas dalam
pelaksanaan kurikulum di tingkat
satuan pendidikan
2
Masih terdapat kecenderungan satuan
pendidikan menyusun kurikulum
tanpa mempertimbangkan kondisi
satuan pendidikan, kebutuhan peserta
didik, dan potensi daerah.
2
Satuan pendidikan mampu menyusun
kurikulum dengan
mempertimbangkan kondisi satuan
pendidikan, kebutuhan peserta didik,
dan potensi daerah
3 Pemerintah hanya menyiapkan
sampai standar isi mata pelajaran 3
Pemerintah menyiapkan semua
komponen kurikulum sampai buku
teks dan pedoman
Sumber: Materi Uji Publik Kurikulum 2013, (Mulyasa, 2014: 61-63).
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Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan beberapa
penyempurnaan pola pikir sebagai berikut (Mulyasa, 2014: 63).
Tabel 2. Penyempurnaan Pola Pikir Perumusan Kurikulum
No. KBK 2004 KTSP 2006 KURIKULUM 2013
1 Standar Kompetensi Lulusan




2 Standar Isi dirumuskan
berdasarkan Tujuan Mata
Pelajaran (Standar Kompetensi




Standar Isi diturunkan dari
Standar Kompetensi
Lulusan melalui
Kompetensi Inti yang bebas
mata pelajaran.









4 Kompetensi diturunkan dari mata
pelajaran.
Mata pelajaran diturunkan
dari kompetensi yang ingin
dicapai.
5 Mata pelajaran lepas satu dengan
yang lain, seperti sekumpulan
mata pelajaran terpisah.
Semua mata pelajaran diikat
oleh kompetensi inti (tiap
kelas).
Sumber: Materi Uji Publik Kurikulum 2013, (Mulyasa, 2014: 63).
Jadi, pengembangan kurikulum 2013 sangat diperlukan,
mengingat akan berbagai masalah dan tantangan masa depan yang
semakin lama semakin rumit dan kompleks, sehingga suatu
kurikulum itu diharapkan mampu menjadi bekal peserta didik
dengan berbagai kompetensi. Kompetensi yang dibutuhkan
tentunya yang berkaitan dengan perkembangan global antara lain:
kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis,
kemampuan mempertimbangkan berpikir jernih dan kritis,
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kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan,
kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab,
kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap
pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat
yang mengglobal, memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki
kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan
bakat/minatnya, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap
lingkungan (Mulyasa, 2014: 64).
b. Landasan Pengembangan Kurikulum 2013
Mulyasa (2014: 64) mengatakan pengembangan kurikulum
2013 dilandasi secara filosofis, yuridis, dan konseptual sebagai
berikut.
1) Landasan Filosofis
a) Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar
dalam pembangunan pendidikan.
b) Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur,
nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat.
2) Landasan Yuridis
a) RPJMM 2010-2014 Sektor Pendidikan, tentang Perubahan
Metodologi Pembelajaran dan Penataan Kurikulum.
b) PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan
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c) INPRES Nomor 1 Tahun 2010, tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional,
penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif
berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk
daya saing dan karakter bangsa.
3) Landasan Konseptual
a) Relevansi pendidikan (link and match).
b) Kurikulum berbasis kompetensi, dan karakter.
c) Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and
learning).
d) Pembelajaran aktif (student active learning).
e) Penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh.
c. Tujuan Pengembangan Kurikulum 2013
Mohammad Nuh (2013) dalam UU Sisdiknas menjadi
bermanfaat itu dirumuskan dalam indikator strategis seperti ;
beriman-bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Untuk memenuhi abad 21, UU Sisdiknas juga
memberikan arahan yang jelas, bahwa tujuan pendidikan harus
dicapai salah satunya melalui penerapan kurikulum berbasis
kompetensi. Kompetensi lulusan program pendidikan harus
mencakup tiga kompetensi yakni ; sikap, pengetahuan, dan
keterampilan, sehingga yang dihasilkan adalah manusia seutuhnya.
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Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional perlu dijabarkan
menjadi himpunan kompetensi dalam tiga ranah kompetensi (sikap,
pengetahuan, dan keterampilan). Didalamnya terdapat sejumlah
kompetensi yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjadi
orang beriman dan bertakwa, berilmu, dan seterusnya (Kemdikbud,
2013).
Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil
belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang
mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang
dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria
penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai
standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat
mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah
kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasyarat untuk
melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter
berikutnya.
Mengacu pada penjelasan UU No. 20 Tahun 2003, bagian
umum dikatakan, bahwa ”1. Strategi pembangunan pendidikan
nasional dalam undang-undang ini meliputi: .....,  2.
Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis
kompetensi,....” dan pada penjelasan Pasal 35, bahwa “Kompetensi
lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar
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nasional yang telah disepakati.” Maka diadakan perubahan
kurikulum dengan tujuan untuk ”Melanjutkan Pengembangan
Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun
2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan secara terpadu.” Untuk mencapai tujuan tersebut
menuntut perubahan pada berbagai aspek lainnya, khususnya
dalam implementasinya di lapangan. Pada proses pembelajaran,
dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu, sedangkan pada
proses penilaiannya, dari berfokus pada pengetahuan melalui
penilaian output menjadi berbasis kemampuan melalui penilaian
proses, portofolio dan penilaian output secara utuh dan
menyeluruh, sehingga memerlukan penambahan jam pelajaran
(Mulyasa, 2014: 65-66).
Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas tujuan
pengembangan Kurikulum 2013 adalah untuk melanjutkan
pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004,
dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Peserta didik menjadi aktif di kelas, dan guru
menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran
belajar sesuai apa yang dipelajari.
d. Kurikulum 2013 Berbasis Kompetensi
Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum
berbasis kompetensi (KBK) yang pernah telah diimplementasikan
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pada tahun 2004. KBK atau (Competency Based Curriculum)
dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk
mengembangkan berbagai ranah pendidikan (pengetahuan,
keterampilan, dan sikap) dalam seluruh jenjang dan jalur
pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah (Mulyasa,
2014: 66).
Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi
dapat diuraikan sebagai berikut.
1) Pengetahuan (knowledge); yaitu kesadaran dalam bidang
kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan
identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan
pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan
kebutuhannya.
2) Pemahaman (understanding); yaitu kedalaman kognitif, dan
afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang
akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman
yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar
dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
3) Kemampuan (skill); yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu
untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan
kepadanya. Misalnya kemampuan guru dalam memilih, dan
membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan
belajar kepada peserta didik.
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4) Nilai (value); yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini
dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
Misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran,
keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).
5) Sikap (attitude); yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-
tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang
dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan
terhadap kenaikan upah/gaji, dan sebagainya.
6) Minat (interest); yaitu kecenderungan seseorang untuk
melakukan suatu perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari
atau melakukan sesuatu (Mulyasa, 2014: 67-68).
Terdapat lima karakteristik kurikulum berbasis kompetensi
yang teridentifikasi yaitu sebagai berikut.
1) Mendayagunakan Keseluruhan Sumber Belajar
Dalam kegiatan pembelajaran pendayagunaan sumber
belajar secara optimal sangatlah penting, karena keefektifan
proses pembelajaran ditentukan pula oleh kemampuan peserta
didik dalam mendayagunakan sumber-sumber belajar. Pada
umumnya terdapat dua cara mendayagunakan sumber belajar
dalam pembelajaran di sekolah.
a) Membawa sumber belajar ke dalam kelas. Dari aneka
ragam macam dan bentuknya sumber-sumber belajar dapat
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digunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Hal
tersebut misalnya membawa tape recorder ke dalam kelas,
dan memanggil manusia sumber.
b) Membawa kelas ke lapangan dimana sumber belajar
berada. Terkadang terdapat sumber belajar yang sangat
penting dan menunjang tujuan belajar tetapi tidak dapat
dibawa ke dalam kelas karena mengandung risiko yang
cukup tinggi, atau memiliki karakteristik yang tidak
memungkinkan untuk dibawa ke dalam kelas. Hal tersebut
misalnya museum, apabila kita mau menggunakan museum
sebagai sumber belajar tidak mungkin membawa museum
tersebut ke dalam kelas, maka dari itu kita harus
mendatangi museum tersebut. Pemanfaatan dengan cara
yang kedua ini biasanya dengan metode studytour atau
metode karyawisata, hal ini dilakukan terutama untuk
mengefektifkan biaya yang dikeluarkan (Mulyasa, 2014:
72).
2) Pengalaman Belajar
Mulyasa (2014: 72-73) menjelaskan kurikulum 2013
yang berbasis kompetensi dan karakter lebih menekankan pada
pengalaman lapangan untuk mengakrabkan hubungan antara
guru dengan peserta didik. Keterlibatan anggota tim guru dalam
pembelajaran di sekolah memudahkan mereka untuk mengikuti
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perkembangan yang terjadi selama peserta didik mengikuti
pembelajaran. Di samping itu, mereka juga dapat meningkatkan
pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dalam ruang
lingkup yang lebih luas untuk menunjang profesinya sebagai
guru.
Pengalaman lapangan dapat secara sistematis melibatkan
masyarakat dalam pengembangan program, aktivitas, dan
evaluasi pembelajaran. Keterlibatan sangat penting karena
masyarakat merupakan pengguna produk pendidikan dan dalam
banyak kasus, sekaligus sekaligus dalam penyandang dana
untuk pembangunan dan pengoperasian program. Dengan
melibatkan para guru dari berbagai disiplin dan antardisiplin,
sehingga memungkinkan terarahkannya motivasi dan minat
peserta didik terhadap pelaksanaan pembelajaran, dan
terlindunginya guru terhadap rasa tidak senang peserta didik.
Jadi, para guru yang merencanakan dan mengintegrasikan
pembelajaran bagi peserta didik dapat berbagi informasi dan
saling bertukar pengalaman.
3) Strategi Individual Personal
Mulyasa (2014: 73) menjelaskan kurikulum 2013
berbasis kompetensi dan karakter mengupayakan strategi
belajar individual personal. Belajar individual adalah belajar
berdasarkan tempo belajar peserta didik, sedangkan belajar
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personal adalah interaksi edukatif berdasarkan keunikan peserta
didik: bakat, minat, dan kemampuan (personalisasi). Kurikulum
ini tidak dapat berhasil secara optimal tanpa adanya
individualisasi dan personalisasi. Individualisasi dan
personalisasi dalam hal ini tidak hanya pada kebutuhan kognitif
peserta didik, tetapi mencakup respon-respon terhadap perasaan
pribadi dan kebutuhan pertumbuhan psikososial peserta didik.
Dalam rangka mengembangkan strategi individual personal,
pengembangan kurikulum perlu melibatkan berbagai ahli,
terutama ahli psikologi, baik psikologi perkembangan, maupun
psikologi belajar (psikologi pendidikan).
4) Kemudahan Belajar
Mulyasa (2014: 73-74) mengungkapkan kemudahan
belajar dalam kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan
karakter diberikan melalui kombinasi antara pembelajaran
individual personal dengan pengalaman, dan pembelajaran
secara tim (team teaching). Hal tersebut dilaksanakan dengan
menggunakan berbagai media, diantarannya video, televisi,
radio, surat kabar, dan jurnal. Berbagai media komunikasi
tersebut perlu didayagunakan secara optimal untuk memberikan




Mulyasa (2014: 74) menjelaskan belajar tuntas
merupakan strategi pembelajaran yang dapat dilakukan di
dalam kelas, dan asumsi di dalam kondisi yang tepat semua
peserta didik akan mampu belajar dengan baik dan memperoleh
hasil belajar secara maksimal terhadap seluruh bahan yang
dipelajari. Agar semua peserta didik memperoleh hasil belajar
secara maksimal, pembelajaran harus dilakukan dengan
sistematis. Kesistematisan akan terlihat dari strategi
pembelajaran yang dilaksanakan, terutama dalam
mengorganisir tujuan dan bahan belajar, melaksanakan evaluasi
dan memberikan bimbingan terhadap peserta didik yang gagal
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran
harus terorganisir secara spesifik untuk memudahkan
pengecekan hasil belajar, bahan perlu dijabarkan menjadi
satuan-satuan belajar tertentu, dan penguasaan bahan yang
lengkap untuk semua tujuan setiap satuan belajar dituntut dari
para peserta didik sebelum proses belajar melangkah pada tahap
berikutnya. Evaluasi yang dilaksanakan setelah para peserta
didik menyelesaikan suatu kegiatan belajar tertentu merupakan
dasar untuk memperoleh umpan balik (feedback). Tujuan utama
evaluasi adalah memperoleh informasi tentang pencapaian
tujuan dan penguasaan bahan oleh peserta didik. Hasil evaluasi
digunakan untuk menentukan dimana dan dalam hal apa para
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peserta didik perlu memperoleh bimbingan dalam mencapai
tujuan, sehingga seluruh peserta didik dapat mencapai tujuan
dan menguasai bahan belajar secara maksimal (belajar tuntas).
e. Tingkat Pengembangan Kurikulum
1) Pengembangan Kurikulum Tingkat Nasional
Mulyasa (2014: 77-79) berpendapat dalam rangka
pengembangan Kurikulum 2013 pada tingkat nasional
dilakukan penataan terhadap Standar Nasional Pendidikan
(SNP), terutama pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL),
Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian, yang
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013. Elemen perubahan tersebut dapat dilihat dalam diagram
berikut ini.




Adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills




Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah
menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi.




- Perubahan sistem ada pada mata pelajaran wajib dan ada pada
mata pelajaran pilihan
- Terjadi pengurangan mata pelajaran yang harus diikuti siswa




- Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi,
elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati,
menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan,
dan mencipta.
- Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di
lingkungan sekolah dan masyarakat.
- Guru bukan satu-satunya sumber belajar
- Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan
teladan.






- Penilaian berbasis kompetensi
- Pergeseran dari penilaian melalui tes (mengukur
kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja), menuju
penilaian otentik (mengukur semua kompetensi sikap,
keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan
hasil)
- Memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu
pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang
diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal)
- Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga pada
kompetensi inti dan SKL
Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa





Perlunya ekstrakurikuler partisipasi aktif siswa dalam
permasalahan kemasyarakatan (menjadi bagian dari
Pramuka).
Sumber: Uji Publik Kurikulum 2013, (Mulyasa, 2014: 79).
Disamping penataan terhadap SNP di atas, juga
dilakukan penataan terhadap empat mata pelajaran, yaitu:
Agama, PPKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Pada
tingkat nasional, pengembangan kurikulum meliputi jalur
pendidikan sekolah dan luar sekolah, baik secara vertikal
maupun horisontal dalam rangka merealisasikan tujuan
pendidikan nasional. Jalur pendidikan sekolah merupakan
pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan
pembelajaran secara berjenjang dan berkesinambungan.
Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan
pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui
kegiatan pembelajaran yang tidak harus berjenjang dan
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berkesinambungan, termasuk pendidikan keluarga (UUSPN).
Secara vertikal berkaitan dengan kontinuitas pengembangan
kurikulum antara berbagai jenjang pendidikan (pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi).
sedangkan secara horisontal berkaitan dengan keselarasan antar
berbagai jenis pendidikan dalam berbagai jenjang. Jenis
pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas
pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa,
pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan
akademik, dan pendidikan profesional (Mulyasa, 2014: 79).
2) Pengembangan Kurikulum Tingkat Wilayah
Mulyasa (2014: 79-80) berpendapat pengembangan
kurikulum tingkat wilayah, bermuara pada wilayah tingkat I
(Provinsi). Pengembangan kurikulum tingkat wilayah berkaitan
dengan pengembangan kompetensi dan silabus untuk berbagai
mata pelajaran di luar mata pelajaran kurikulum nasional.
Pengembangan kurikulum untuk kelompok wilayah ini
dilakukan oleh Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat
Wilayah di bawah koordinasi dinas pendidikan provinsi.
Termasuk dalam kurikulum tingkat wilayah ini adalah muatan
lokal dan bahasa daerah.
59
f. Prinsip Pengembangan Kurikulum
Balitbang Kemendikbud 2013 (via Mulyasa, 2014: 81-82)
mengungkapkan sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan
masyarakat, dan berbagai perkembangan serta perubahan yang
sedang berlangsung dewasa ini, dalam pengembangan kurikulum
2013 yang berbasis karakter dan kompetensi perlu memperhatikan
dan mempertimbangkan prinsip-prinsip, antara lain:
1) Pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar
nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikn
nasional.
2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan
satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
3) Mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan
pencapaian kompetensi.
4) Standar Kompetensi Lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan
nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta
perkembangan global.
5) Standar Isi dijabarkan dari Standar Kompetensi Lulusan
6) Standar Proses dijabarkan dari Standar Isi.
7) Standar Penilaian dijabarkan dari Standar Kompetensi Lulusan,
Standar Isi, dan Standar Proses.
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8) Standar Kompetensi Lulusan dijabarkan ke dalam Kompetensi
Inti.
9) Kompetensi Inti dijabarkan ke dalam Kompetensi Dasar yang
dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran.
10) Kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat
nasional, daerah, dan satuan pendidikan.
a) Tingkat nasional dikembangkan oleh pemerintah.
b) Tingkat daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah.
c) Tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan
pendidikan.
11) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
12) Penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk.
13) Proses belajar dengan pendekatan ilmiah (scientific approach).
g. Struktur Kurikulum 2013 Tingkat SMA
1) Kelompok mata pelajaran wajib
Struktur kelompok mata pelajaran wajib dalam
kurikulum SMA/MA adalah sebagai berikut:
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1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3
2 Pendidikam Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 4
4 Matematika 4 4 4
5 Sejarah Indonesia 2 2 2
6 Bahasa Inggris 2 2 2
Kelompok B (Wajib)
7 Seni Budaya 2 2 2
8 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 3 3 3
9 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2
Jumlah Jam Pelajaran kelompok A dan B per Minggu 24 24 24
Kelompok C (Peminatan)
Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA/MA) 18 20 20
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu 42 44 44
Sumber: Materi uji publik kurikulum 2013, (Mulyasa, 2014: 93-94)
Keterangan: Mata pelajaran Seni Budaya dapat memuat
Bahasa Daerah.
2) Kelompok mata pelajaran peminatan
Kelompok mata pelajaran peminataan bertujuan (1)
untuk memperbaiki kesempatan kepada peserta didik
mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran
sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi, dan (2)
untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu
atau keterampilan tertentu.
Struktur mata pelajaran peminatan dalam kurikulum
SMA/MA adalah sebagai berikut:
62




Kelompok A dan B (wajib) 24 24 24
C. Kelompok Peminatan
Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam
Peminatan Matematika dan Sains:
I 1 Matematika 3 4 4
2 Biologi 3 4 4
3 Fisika 3 4 4
4 Kimia 3 4 4
Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial
II 1 Geografi 3 4 4
2 Sejarah 3 4 4
3 Sosiologi 3 4 4
4 Ekonomi 3 4 4
Peminatan Ilmu-Ilmu Bahasa dan Badaya
II
I
1 Bahasa dan Sastra Indonesia 3 4 4
2 Bahasa dan Sastra Inggris 3 4 4
3 Bahasa dan Sastra Asing Lainnya 3 4 4
4 Antropologi 3 4 4
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman
1 Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat 6 4 4
Jumlah Jam Pelajaran yang Tersedia 66 76 76
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh 42 44 44
Sumber: Materi uji publik kurikulum 2013, (Mulyasa, 2014: 94)
3) Beban belajar
Dalam struktur kurikulum SMA/MA ada penambahan
jam belajar per minggu sebesar 4-6 jam sehingga untuk kelas X
bertambah dari 38 jam belajar menjadi 42 jam belajar, dan
untuk kelas XI dan XII bertambah dari 38 jam belajar menjadi
44 jam belajar. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar
adalah 45 menit.
Tambahan jam belajar dan pengurangan jumlah
kompetensi memberikan kesempatan dan keleluasaan pada guru
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untuk berkreasi dalam pembelajaran dengan pembelajaran
siswa aktif (student active learning). Proses pembelajaran siswa
aktif memerlukan waktu yang panjang karena menuntut
keterlibatan peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial,
maupun keterlibatan emosional. Penambahan jam belajar juga
memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan
penilaian secara utuh dan menyeluruh, baik berkaitan dengan
proses maupun hasil pembelajaran.
D. Penelitian yang Relevan
Dalam subbab ini akan diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu
yang terkait dengan kurikulum dan dipandang relevan dengan penelitian
analisis kebijakan pendidikan dalam implementasi kurikulum 2013 ini.
Berdasarkan kelebihan dan kelemahan dari berbagai penelitian terdahulu,
maka penelitian ini diharapkan akan lebih tepat lagi dalam mengelola dan
menganalisis data yang ditemukan di lapangan. Adapun beberapa hasil
penelitian tersebut antara lain:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Nugrahaeni Sukarno, Implementasi
Kebijakan Sekolah dalam Perubahan Kurikulum (Kurikulum Periode
1994, 2004, 2006 dan 2013) di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo,
Yogyakarta. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa implementasi
kebijakan sekolah dalam perubahan kurikulum di SMA Negeri 2
Wates dari kurikulum 1994 sampai kurikulum 2013 secara umum
berjalan lancar dan baik sesuai pedoman pelaksanaan yang berlaku.
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Dalam pelaksanaan kurikulum pada waktu itu memang menimbulkan
pro dan kontra yang dikarenakan belum tersosialisasi dengan baik dan
mekanisme yang kurang baik. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap
melaksanakan dan sebagian besar warga sekolah menanggapinya
dengan positif thingking. Diharapkan keberlangsungan kurikulum 2013
tidak terlalu singkat dan diproses dengan matang sehingga dapat dilihat
hasil akhir dari kurikulum itu. Dalam menyikapi perkembangan
kurikulum 2013, SMA Negeri 2 Wates memberikan pernyataan bahwa
akan lebih menekankan pada kesiapan tenaga pendidik (guru) itu
sendiri melalui berbagai sosialisasi dan melalui kuliah S2. Perbedaan
penelitian di atas dengan penelitian ini adalah hasil penelitian analisis
kebijakan Disdikpora DIY dalam implementasi kurikulum 2013 lebih
menunjukkan akan proses kebijakan dan perumusan kebijakan dengan
menggunakkan 2 pendekatan yaitu man-power approach dan demand
social approach.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Bangun Setia Budi (2014), mahasiswa
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret
pada tahun 2014 yang berjudul “Strategi Guru Dalam Menghadapi
Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Surakarta. Dalam penelitian ini
mendapatkan mengenai: (1) Persoalan yang dihadapi guru dalam
menerapkan kurikulum 2013 adalah kurangnya sosialisasi yang
diberikan kepada guru serta belum adanya buku mata pelajaran yang
sesuai dengan kurikulum 2013 sebagai sumber belajar, (2) Strategi
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yang digunakan oleh guru dalam menghadapi penerapan kurikulum
2013 yaitu dengan guru bertanya kepada rekan sesama guru terutama
dilakukan dalam kegiatan MGMP dengan metode sharing dengan guru
lain yang dianggap bisa memberikan suatu informasi yang dibutuhkan,
mencari buku referensi yang digunakan sebagai sumber kegiatan
pembelajaran, serta mencari informasi dengan browsing dari internet
sebagai salah satu bentuk usaha dalam menambah pengetahuan dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi. Strategi yang dilakukan guru
merupakan salah satu bentuk belajar mandiri guna menunjang
penerapan kurikulum 2013 yang ada di SMA Negeri 2 Surakarta.
Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian mengenai analisis
kebijakan Disdikpora DIY dalam implementasi kurikulum 2013 pada
tingkat SMA adalah hasil penelitiannya menunjukan proses kebijakan
dengan 2 pendekatan perumusan kebijakan yaitu man-power approach
dan demand social approach, sedangkan pada penelitian di atas lebih
menunjukan pada pelaksanaan kurikulum 2013.
E. Konsep Kerangka Berpikir
Kurikulum merupakan suatu yang bersifat dinamis, perubahannya
selalu mengikuti perkembangan zaman. Perubahan kurikulum dilakukan
untuk memperbaiki dalam hal pendidikan agar tidak tertinggal oleh
perkembangan zaman. Kurikulum sangat penting dalam proses
pembelajaran pada satuan pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan
kurikulum terbaru yang masih dalam tahap perbaikan, namun
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pelaksanannya masih tetap berlangsung untuk sekolah-sekolah yang siap
dan mampu melaksanakan kurikulum 2013 tanpa suatu kendala yang
berarti.
Pada Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat edaran
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SE Mendikbud) Nomor
156928/MPK.A/KR/2013 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum
2013, implementasi kurikulum 2013 diperuntukkan bagi semua kabupaten,
akan tetapi setiap kabupaten memiliki kebijakannya tersendiri. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160
Tahun 2014 tentang pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum
2013, memberikan suatu keputusan kebijakan yang perlu diambil oleh
pemerintah mengenai implementasi kurikulum 2013 itu sendiri. Kebijakan
Disdikpora dalam menangani kurikulum yang digunakan pada daerahnya,
juga melibatkan dinas-dinas kota dan kabupaten. Terdapat sekolah yang
tetap melaksanakan kurikulum 2013, meskipun telah adanya peralihan dari
kurikulum 2013  ke kurikulum 2006. Daerah Istimewa Yogyakarta yang
terdiri dari lima kota atau kabupaten terdapat 29 Sekolah Menengah Atas
yang tetap melaksanakan Kurikulum 2013.
Alur pikir penelitian dalam analisi kebijakan pendidikan
Disdikpora dalam implementasi kurikulum 2013 pada tingkat SMA,
menggunakan model  Thomas R. Dye (1981) menjelaskan dalam
perumusan kebijakan yang melihat aspek lingkungan dengan
pertimbangan yang matang, agar tidak bertentangan dengan fungsi negara
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atau pemerintah itu sendiri. Dalam studi kebijakan yang diusulkan oleh
Thomas R. Dye adalah dengan mengidentifikasikan masalah, menyusun
usulan kebijakan, setelah diseleksi, maka kebijakan disahkan untuk
kemudian diimplementasikan, dan dievaluasi untuk analisis akibat dari
kebijakan tersebut (Yoyon Bahtiar Irianto, 2011: 35).
Gambar 4. Konsep Kerangka Berpikir
Peraturan Menteri Pendidikan dan






















Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:
1. Apa saja permasalahan yang melatarbelakangi adanya perubahan
kurikulum SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana penyusunan kebijakan mengenai implementasi kurikulum
2013 pada tingkat SMA di Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Bagaimana proses seleksi sekolah yang akan dipilih untuk
melaksanakan kurikulum 2013 ?
4. Bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013 pada tingkat SMA di Daerah
Istimewa Yogyakarta ?
5. Bagaimana evaluasi kebijakan yang dilakukan Disdikpora DIY
mengenai implementasi kurikulum 2013 pada tingkat SMA ?
6. Bagaimana hasil dari kebijakan pendidikan Disdikpora DIY dalam





Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dalam implementasi kurikulum
2013. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif. M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur (2012: 13)
mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan
menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan,
persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Lexy
J. Moleong, (2007:9-10) mengatakan penelitian kualitatif menggunakan
metode kualitatif yaitu dengan pengamatan, wawancara, atau penelaahan
dokumen. Dengan pertimbangan, bahwa menyesuaikan metode kualitatif
lebih mudah jika berhadapan dengan kenyataan jamak, dan metode
kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti
dan responden, serta metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat
menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap
pola-pola nilai yang dihadapi.
B. Setting Penelitian
Setting penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April
2015. Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di jalan Cendana 9
Yogyakarta. Peneliti memilih dinas ini dikarenakan Dinas Pendidikan,
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Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu
penentu perumusan dalam suatu kebijakan pendidikan mengenai
implementasi kurikulum 2013 di setiap kabupaten atau kota.
C. Subjek dan Objek Penelitian
Bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Dikmenti), Kepala Seksi
SMA, serta staf Seksi SMA yang mengetahui informasi mengenai
kurikulum, terutama kurikulum 2013. Sedangkan yang menjadi objek
dalam penelitian ini adalah kebijakan Disdikpora dalam implementasi
kurikulum 2013 pada tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta,
khususnya dalam hal perumusan kebijakan pendidikan yang dibuatnya.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
memakai teknik:
1. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J.
Moleong, 2007: 186).
Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa dengan
wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih
mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan
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fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui
observasi (Sugiyono, 2012: 72).
Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk
mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan
pada dua alasan. Pertama, wawancara yang dilakukan peneliti dapat
menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang
diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek
penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa
mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan
masa lampau, masa kini, dan juga masa mendatang (M. Djunaidi
Ghony dan Fauzan Almanshur, 2012: 176). Dapat disimpulkan jika
manfaat wawancara dalam penelitian yaitu sebagai alat yang ampuh
dalam menggali informasi mengenai suatu analisis kebijakan
pendidikan mengenai kurikulum 2013 pada tingkat SMA di Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari
metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2012: 82). Dokumen
dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan
dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun
yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian (M. Djunaidi Ghony
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dan Fauzan Almanshur, 2012: 199). Guba dan Lincoln (1981),
mendefinisikan dokumen bahwa: Record adalah setiap pertanyaan
tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan
pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dokumen yaitu
setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak
dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Lexy J.
Moleong, 2007: 216-217). Dalam melakukan dokumentasi, peneliti
dapat menggunakan alat untuk merekam, dan memperoleh dokumen
terkait kurikulum 2013 seperti : Dokumen analisis KD bagi SMA pada
Disdikpora DIY, surat-surat terkait kurikulum 2013, dan
Permendikbud tentang kurikulum 2013. Domentasi ini dilakukan
sebagai bentuk untuk memperkuat data yang diperoleh di lapangan
mengenai analisis kebijakan pendidikan dinas mengenai implementasi
kurikulum 2013 pada tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Adapun
instrumen pendukung yang digunakan untuk mengungkapkan data dalam
penelitian ini adalah pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.
1. Pedoman Wawancara
Sebelum melaksanakan wawancara para peneliti menyiapkan
instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara. Pedoman
berisikan sejumlah pertanyaan yang meminta untuk dijawab oleh
responden. Isi pertanyaan yang mencakup fakta, data, pengetahuan,
73
konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden berkenaan dengan
fokus masalah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian.
Tabel 6. Kisi-kisi pedoman wawancara





2. Penyusunan kebijakan dan
menseleksi
3. Perumusan kebijakan












Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui kegiatan
perekaman suara saat wawancara, dokumen berupa data mengenai
kurikulum 2013 yang dimiliki oleh dinas. Teknik dokumentasi
diperlukan karena sebagai pelengkap dan sebagai bukti dalam
memperkuat temuan-temuan selama proses penelitian.
Tabel 7. Kisi-kisi pedoman dokumentsi
Aspek yang dikaji Indikator yang dicari Sumber data
Profil Disdikpora
1. Sejarah Daerah DIY
2. Visi dan misi disdikpora
3. Tugas dan fungsi Disdikpora DIY
4. Struktur Organisasi Disdikpora
DIY




2. Kepala Seksi SMA






2. Penyusunan kebijakan dan
menseleksi
3. Perumusan kebijakan





F. Teknik Analisis Data
Penelitian mengenai “Analisis Kebijakan Disdikpora DIY dalam
Implementasi Kurikulum 2013 pada Tingkat SMA” menggunakan analisis
interaktif. Bogdan dan Biklen (1982) menjelaskan analisis data kualitatif
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan
apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain (Lexy J. Moleong, 2007: 248).
M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur (2012: 245) mengatakan
proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang tersedia
dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah
dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi,
dokumen resmi, dan sebagainya.
Sugiyono (2012: 91) menjelaskan analisis data dalam penelitian
kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah
selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara,
peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.
Apabila jawaban yang telah diwawancarai dianalisis terasa belum
memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai
tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.
Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
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terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono,
2012: 91). Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data
display, dan conclusion drawing or verification. Setelah peneliti
melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatory
sebelum melakukan reduksi data. Langkah-langkah dalam analisis data
model Miles dan Huberman:
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang didapatkan dari lapangan jumlahnya cukup banyak,
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera
dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang
telah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila dibutuhkan. Reduksi data dapat
dibantu dengan peralatan elektronik seperti laptop, dengan
memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk
tabel, grafik, skema, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut,
maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga
akan semakin mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam
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bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sejenisnya.
3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan
verifikasi)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid
dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel (Sugiyono, 2012: 91-99).
Model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat
digambarkan sebagai berikut:








G. Teknik Keabsahan Data
Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan teknik triangulasi. Lexy J. Moleong (2007: 330)
mengemukakan triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Jadi, triangulasi berarti cara terbaik
untuk mengilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada
dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai
kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Bahwa dengan
triangulasi, peniliti dapat me-rechek temuannya dengan jalan
membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk
itu maka peneliti dapat melakukannya dengan sebagai berikut:
1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data,
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data
dapat dilakukan.
Triangulasi yang digunakan peneliti untuk analisis kebijakan
Disdikpora DIY dalam implementasi Kurikulum 2013 pada tingkat SMA
adalah dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Sugiyono (2010:
330) menyampaikan bahwa triangulasi teknik berarti peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk
mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan
wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama
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secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari
sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Data
1. Sejarah Singkat DIY
Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY
adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di
Indonesia. Provinsi ini beribukota di Yogyakarta. Dari nama daerah ini
yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai Daerah
Istimewa. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan
sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa
Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram
tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati.
Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan
Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang
paling utama. Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari
nama (ibu) kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam
penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta)
atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa).
Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai
tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di
dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang
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mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di jamn
penjajahan Hindia Belanda disebut Zelfbesturende Landschappen. Di
jaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755
didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan
Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813,
didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku
Buwono II) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I.
Baik kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah
Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga
sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir
kontrak politik Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No. 47 dan
kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 No. 557.
Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku
Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden
RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah
Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta
bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII
sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab
langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pegangan hukumnya
adalah:
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a. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku
Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik
Indonesia.
b. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku
Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (yang dibuat sendiri-sendiri
secara terpisah).
c. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII
tertanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat bersama dalam satu
naskah).
Dari 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta
menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia, justru dimasa perjuangan
bahkan mengalami saat-saat yang sangat mendebarkan, hampir-hampir
saja Negara Republik Indonesia tamat riwayatnya. Oleh karena itu
pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang berkumpul dan berjuang di
Yogyakarta mempunyai kenangan tersendiri tentang wilayah ini.
Apalagi pemuda-pemudanya yang setelah perang selesai, melanjutkan
studinya di Universitas Gajah Mada, sebuah Universitas Negeri yang
pertama didirikan oleh Presiden Republik Indonesia, sekaligus menjadi
monumen hidup untuk memperingati perjuangan Yogyakarta.
Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan
Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku
Alam IX. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di
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dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Jawa dan
merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.
Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, Dewan Perwakilan
Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar
kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap
lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan
Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati. Pasal 18 undang-
undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa “pembagian Daerah
Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem
Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang
bersifat Istimewa”.
Sebagai daerah Otonom setingkat Propinsi, Daerah Istimewa
Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang No. 3 tahun 1950, sesuai
dengan maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan
Yogyakarta dan Daerah Pakualaman. Sebagai ibukota Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta kaya predikat, baik berasal dari
sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota
kebudyaan, kota pelajar, dan kota pariwisata.
Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan peran
Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada jaman
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kolonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman
perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi
pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta
maupun Kadipaten Pakualaman. Sebutan kota kebudayaan untuk kota
ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai
tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai kini masih tetap
lestari. Sebutan ini juga berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat seni
dan budaya. Sebutan kata Mataram yang banyak digunakan sekarang
ini, tidak lain adalah sebuah kebanggaan atas kejayaan Kerajaan
Mataram.
Predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran
kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping adanya
berbagai pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di propinsi
ini, di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh
daerah di Indonesia. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai
miniatur Indonesia. Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata
menggambarkan potensi propinsi ini dalam kecamata kepariwisataan.
Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali.
Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti
wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, bahkan
yang terbaru, wisata malam.
Disamping predikat-predikat di atas, sejarah dan status
Yogyakarta merupakan hal menarik untuk disimak. Nama daerahnya
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memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa.
Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan
sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia (http://dikpora.jogjaprov.go.id.html).
2. Lokasi Disdikpora DIY
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa
Yogyakarta berlokasi di Jl. Cendana No. 09, Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Lokasi Disdikpora DIY ini sangat strategis untuk
dicari, dan letaknya yang masih dalam pusat keramaian.
3. Visi dan Misi Disdikpora DIY
Visi: menjadi katalisator terwujudnya masyarakat pendidikan yang
kompetitif.
Misi:
a. Meningkatkan pelayanan intern rumah tangga dalam mendukung
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.
b. Meningkatkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, dan
efisiensi pendidikan.
c. Meningkatkan pembinaan di bidang pemuda, dan olahraga
(http://dikpora.jogjaprov.go.id.html).
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4. Tugas dan Fungsi Disdikpora DIY
Tugas: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai
tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan,
pemuda, dan olahraga dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
Fungsi: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga memiliki fungsi
sebagai berikut :
a. Penyusunan program dan pengendalian pendidikan, pemuda, dan
olahraga.
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda, dan
olahraga.
c. Pelaksanaan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan
pembiayaan, kurikulum, sarana prasarana, pendidikan dan tenaga
pendidikan, pengendalian mutu pendidikan, pemuda, dan olahraga.
d. Pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang pendidikan.
e. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
f. Pemberian fasilitas penyelenggaraan bidang pendidikan, pemuda dan
olahraga kabupaten atau kota.
g. Peberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pendidikan,
pemuda, dan olahraga.
h. Pelaksanaan evaluasi pendidikan.
i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
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j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinnya (http://dikpora.jogjaprov.go.id.html).
5. Struktur Organisasi Disdikpora DIY
Struktur Organisasi Disdikporaa DIY :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Perencanaan dan Standarisasi
d. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar
e. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi
f. Bidang Non Formal dan Informal
g. Kelompok jabatan fungsional
h. UPTD terdiri dari: 1) Balai Latihan Pendidikan Teknik, 2) Balai
Pengembangan kegiatan Belajar, 3) Balai Teknologi Komunikasi
Pendidikan, dan 4) Balai Pemuda dan Olahraga
(http://dikpora.jogjaprov.go.id.html).
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Gambar 6. Struktur Organisasi Disdikpora DIY
Pada Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) terdiri
dari Seksi SMA, Seksi SMK, dan Seksi Pendidikan Tinggi. Dalam
penelitian yang dilakukan pada Bidang Dikmenti ini tertuju pada Seksi
SMA, dimana Seksi SMA ini yang menangani dalam implementasi
Kurikulum 2013 pada SMA.
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B. Hasil Penelitian
1. Permasalahan yang melatarbelakangi adanya perubahan Kurikulum
SMA.
Proses kebijakan pendidikan yang pertama adalah perlu untuk
mengidentifikasi suatu masalah. Permasalahan yang melatarbelakangi
adanya perubahan Kurikulum, TP sebagai Kepala Bidang Dikmenti
menyampaikan ada banyak hal, salah satunya perubahan itu didasarkan atas
evaluasi dari kurikulum yang dilaksanakan sebelumnnya dalam rangka
supaya terjadi peningkatan kualitas anak didik. JR sebagai Kepala Seksi
SMA menyampaikan bahwa yang melatarbelakangi adanya perubahan
kurikulum itu untuk penyempurnaan suatu kurikulum itu sendiri, karena
secara umum kurikulum di Dinas mengacu pada kurikulum nasional,
kecuali pada pelaksanaan kurikulum muatan lokalnya Dinas Daerah
memiliki wewenangnya (Hasil wawancara dengan JR pada tanggal23 Maret
2015). Sedangkan ST menyampaikan mengenai perubahan dalam kurikulum
adalah ada pada pemerintah Pusat dan berdasarkan keputusan dari Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Hasil wawancara dengan ST pada tanggal 30
April 2015).
Permasalahan yang lainnya yang melatarbelakangi adanya perubahan
dalam implementasi kurikulum 2013 pada tingkat SMA di Daerah DIY
antara lain: a) Adanya perubahan pelaksanaan Kurikulum 2013 kembali ke
Kurikulum 2006; b) Kesiapan Sumber Daya Manusia; c) Terdapat Sarana
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Prasarana yang belum memadai seperti buku; d) Perubahan Mata Pelajaran
dalam Kurikulum 2013; e) Kesulitan Guru dalam mengolah penilaian pada
Kurikulum 2013. Dalam menangani permasalahan yang melatarbelakangi
mengenai pelaksanaan kurikulum 2013. Sekolah yang baru melaksanakan
kurikulum 2013 kurang dari tiga semester untuk kembali menggunakan
kurikulum 2006, sedangkan bagi sekolah yang telah melaksanakan
kurikulum 2013 kurang lebih 3 semester untuk tetap melanjutkannya
sebagai sekolah percontohan atau rintisan. Disdikpora berkoordinasi
bersama tim pengembang kurikulum, guru-guru, pengawas sekolah, dan
stakeholder merumuskan kebijakan dalam implementasi kurikulum 2013
dengan alternatif kebijakan sebagai berikut : a) Sekolah yang telah
melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga semester dapat melanjutkan
Kurikulum 2013 sebagai sekolah uji coba atau pilot project; b)
Memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal; c) Sekolah yang belum
sepenuhnya menerima buku Kurikulum 2013, dapat memanfaatkan sumber
pembelajaran melalui media Compact Disk (CD) buku Kurikulum 2013, dan
dapat melakukan hardcopy materi dari buku Kurikulum 2013 secara
terbatas; d) Adanya Pelatihan bagi guru mata pelajaran. Tabel berikut ini
menjelaskan proses kebijakan dalam hal identifikasi masalah dalam
implementasi kurikulum 2013 pada tingakt SMA di Daerah DIY :
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Tabel 8. Identifikasi Masalah Kurikulum 2013 pada tingkat SMA di DIY












4. Kesulitan Guru dalam
mengolah penilaian
pada Kurikulum 2013
a. Memanfaatkan sumber daya
manusia secara optimal melalui
pelatihan.





Compact Disk (CD) buku
Kurikulum 2013, dan dapat
melakukan hardcopy materi dari
buku Kurikulum 2013 secara
terbatas.
c. Adanya workshop,MGMP bagi
guru mata pelajaran.
Sumber : Wawancara dan dokumentasi penelitian, Maret dan April 2015.
2. Penyusunan kebijakan mengenai implementasi Kurikulum 2013 pada
tingkat SMA di DIY
Analisis kebijakan pendidikan Disdikpora DIY dalam implementasi
kurikulum 2013 selanjutnya adalah proses menyusun usulan kebijakan.
Permasalahan yang dihadapi kurikulum 2013, menurut TP bahwa usulan
yang diberikan Dinas dalam menangani permasalahan dalam perubahan
Kurikulum adalah :
a. Peningkatan sumber daya manusianya (SDM),
b. Sarana prasarananya, baik mengenai buku ajaran yang diharapkan bisa
selengkap mungkin dengan kualitas yang diharapkan,
c. Lingkungan yang kondusif dari sekolah,
d. Adanya perubahan mindset cara mengajarnya, metode mengajarnya, dan
guru harus dapat menyesuaikan itu.
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e. Memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru yang bekerjasama dengan
pihak LPMP (Hasil wawancara dengan TP pada tanggal 23 Maret 2015).
TP menyampaikan bahwa kebijakan kurikulum kewenangannya ada di
Pemerintah Pusat, kewenangan di Daerah hanya pada muatan lokalnya. JR
sebagai Kepala Seksi SMA menyampaikan Penyusunan kebijakan mengenai
implementasi Kurikulum 2013, selalu ada koordinasi dengan pihak-pihak
terkait, baik dinas kabupaten maupun kota, pengawas-pengawas sekolah,
dan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini mempunyai tim pengembang
kurikulum yang berfungsi untuk sebagai bentuk penyempurnaan,
menangani, mencari solusi yang terkait dengan kurikulum. ST sebagai Staf
Seksi SMA menambahkan dengan menyampaikan bahwa penyusunan
kebijakan ini juga tidak terlepas dari rambu-rambu yang telah diberikan oleh
pusat, seperti dokumen implementasi kurikulum 2013 (Hasil wawancara
dengan ST pada tanggal 30 April 2015).
Penyusunan kebijakan Kurikulum 2013, berdasarkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah,
Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) Kurikulum pada sekolah menegah atas/madrasah
aliyah yang telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2013/2014 disebut
Kurikulum 2013 sekolah menengah atas/madrasah aliyah.
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Setelah dilakukan beberapa dalam penyusunan kebijakan, kemudian
usulan kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum 2013 memasuki tahap
untuk diseleksi, TP menyampaikan sebagai berikut :
“Kurikulum 2013 ini, ya saat ini kita sudah ada 145 sekolah, 64 SD,
29 SMP, 29 SMA, dan 23 SMK. Dan tentunya kami berupaya untuk
menyiapkan ya karena gurunya sudah dilatih, kemudian dari sisi
buku kita juga sudah berusaha, tapi kemudian kembali pada
kebijakan pusat...” (Hasil wawancara dengan TP pada tanggal 23
Maret 2015).
JR menyampaikan bahwa Disdikpora bersama-sama dinas kabupaten
atau kota juga dengan LPMP berkoordinasi terkait dengan hasil-hasil
evaluasi atau hasil pelaksanaan kurikulum 2013 dengan diusulkan lewat
rapat. Kewenangan pendidikan kabupaten atau kota masih di dinas
kabupaten atau kota, jadi semua itu menyesuaikan kembali dengan
kebijakan pusat (Hasil wawancara dengan JR pada  tanggal 23 Maret 2015).
Tahap diseleksi telah dilakukan maka suatu kurikulum dapat disahkan.
ST sebagai Staf Seksi SMA Kurikulum 2013 disahkan adalah saat
pemberlakuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu diberikan,
yang artinya selalu mengikuti kebijakan dari pusat. Mulai tahun ajaran
2014/2015 semua wajib melaksanakan kurikulum 2013 waktu itu.
Kebijakan dari pusat saat ini yaitu berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 Tahun 2014, serta Peraturan
Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal
Pendidikan Menengah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
93
5496/C/KR/2014 dan Nomor: 7915/D/KP/2014 tentang Petunjuk teknis
Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 pada sekolah
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Berikut tabel secara garis
besar proses kebijakan pendidikan menyusun usulan kebijakan dalam
implementasi kurikulum 2013 pada tingkat SMA.
Terkait solusi yang diberikan dalam menangani permasalahan
implementasi kurikulum pada tingkat SMA. Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga pada
tanggal 5 Juni 2014 telah mengeluarkan Surat Nomor: 421/3699 hal
masukan atau usulan terkait implementasi Kurikulum 2013 yang ditujukan
kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang berisikan mengenai
kaitannya kurikulum SMA :
a. Guru Mata Pelajaran TIK di SMP/SMA dan guru KKPI di SMK agar
kompetensinya diberdayakan sebagai guru bimbingan bidang TIK bagi
siswa dengan pengakuan jam mengajar berdasar jumlah siswa yang
dibimbing sebagaimana pada Guru BK yang selama ini ada.
b. Mata Pelajaran Seni Budaya dan Kerajinan pelaksanaannya agar
diarahkan pada salah satu atau beberapa bidang seni atau kerajinan yang
merupakan pilihan sekolah berdasar potensi setempat dan ketersediaan
guru sesuai kompetensinya yang dimiliki sekolah.
c. Mata Pelajaran Bahasa Daerah yang oleh pemerintah daerah telah
ditetapkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah melalui
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SK. Gubernur agar dapat diakomodasikan dalam pengakuan jam
mengajarnya dalam program sertifikasi guru beserta tunjangan
sertifikasinya.
Berikut tabel penjelasan singkat mengenai proses menyusun usulan
kebijakan dalam Kurikulum 2013 pada tingkat SMA.
Tabel 9. Agenda Setting Kebijakan dalam Kurikulum 2013 pada tingkat SMA di DIY
Kebijakan Agenda Setting
Kurikulum 2013 pada
tingkat SMA di DIY
1. Sekolah yang menjadi pilot project tetap
melaksanakan kurikulum 2013
2. Mengadakan Pelatihan bagi guru
3. Koordinasi dengan pihak terkait kurikulum seperti
Dinas kabupaten atau kota, pengawas sekolah, dan tim
pengembang kurikulum.
4. Guru Mata Pelajaran TIK agar kompetensinya
diberdayakan sebagai guru bimbingan bidang TIK bagi
siswa.
5. Mata Pelajaran Seni Budaya dan Kerajinan
pelaksanaannya agar diarahkan pada salah satu atau
beberapa bidang seni.
6. Mata pelajaran Bahasa Daerah yang oleh pemerintah
daerah telah ditetapkan sebagai mata pelajaran muatan
lokal wajib di sekolah melalui SK.
Sumber : Wawancara dan dokumentasi penelitian, Maret dan April 2015
3. Proses seleksi sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013.
Analisis kebijakan pendidikan Disdikpora DIY dalam implementasi
kurikulum 2013 dalam proses kebijakan selanjutnya adalah mengenai proses
seleksi sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 dan proses seleksi
dalam proses kebijakan pendidikan. Mulai tahun ajaran 2014/2015, sekolah
di DIY yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 sejumlah 2.661 sekolah:
SD berjumlah 1.851 sekolah, SMP berjumlah 431 sekolah, SMA berjumlah
160 sekolah, dan SMK berjumlah 219 sekolah. Dan telah dilakukan
pelatihan kurikulum tersebut terhadap guru-guru di DIY sejumlah 20.000
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orang. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 5
Desember 2014 telah mengeluarkan Surat Nomor: 179342/MPK/KR/2014
perihal Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ditujukan kepada para Kepala
Sekolah di seluruh Indonesia, untuk mengikuti instruksi Menteri Pendidikan
Dasar dan Menengah.
Pemerintah Daerah DIY, Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) pada tanggal 24 Desember 2014 telah mengeluarkan Surat
Nomor: 420/11951 perihal telaah pelaksanaan kurikulum 2013 yang
ditujukan kepada Bapak Gubernur DIY melalui Sekretaris Daerah DIY,
sama dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Dikmenti, Kepala
Seksi SMA, dan Staf Seksi SMA bahwa pada tahun ajaran 2013/2014,
sekolah di DIY yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 sejumlah 145
sekolah yaitu: SD berjumlah 64 sekolah, SMP berjumlah 29 sekolah, SMA
berjumlah 29 sekolah, dan SMK berjumlah 23 sekolah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan
Kurikulum 2013. Mengenai pemberlakuan Kurikulum 2013 terdapat pada
Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 Pasal 2 ialah:
a. Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan
Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum
2013.
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b. Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan
Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan
pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013.
c. Satuan pendidikan rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada
dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Sehubungan dengan yang disampaikan diatas, Pemda DIY
menyampaikan langkah-langkah yaitu :
a. Guru-guru yang telah mendapatkan pelatihan tentang implementasi
Kurikulum 2013 perlu dilakukan evaluasi terhadap pemahaman dalam
implementasi. Kemampuan guru menjadi kunci utama untuk melihat
kondisi yang sebenarnya tentang kemampuan mereka dalam hal
mengimplementasikan kurikulum tersebut.
b. Terhadap kebijakan penghentian implementasi Kurikulum 2013, jangan
sampai anak didik menjadi korban kebijakan pemerintah. Perlu dilakukan
komunikasi dan pemikiran mengenai kejelasan kebijakan terhadap
lanjutan implementasi kurikulum ini.
c. Sekolah-sekolah yang sejak awal telah melaksanakan Kurikulum 2013
dan menjadi pilot project, pelaksanaannya tetap dilanjutkan dan
selanjutnya dilakukan evaluasi sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.
97
Berikut tabel menjelaskan secara singkat mengenai proses kebijakan
menseleksi dalam Kurikulum 2013 pada tingkat SMA di DIY.




tingkat SMA di DIY
1. Sekolah yang tetap melaksanakan kurikulum 2013
dengan berdasarkan Permendikbud Nomor 160
Tahun 2014.
2. Pelaksanaan Kurikulum 2013 di DIY sejumlah 145
sekolah, dengan SMA berjumlah 29 sekolah.
3. Guru-guru yang telah mendapatkan pelatihan
tentang implementasi Kurikulum 2013 perlu
dilakukan evaluasi terhadap pemahaman dalam
implementasi.
4. komunikasi dan pemikiran mengenai kejelasan
kebijakan terhadap lanjutan implementasi
kurikulum ini.
Sumber : Wawancara dan dokumentasi penelitian, Maret dan April 2015
4. Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada tingkat SMA di DIY
Berdasarkan hasil wawancara dengan TP sebagai Kepala Bidang
Dikmenti, pelaksanaan kurikulum 2013 pada tingkat SMA sampai saat ini
menyesuaikan dengan kebijakan pusat, yang diperuntukan bagi sekolah
yang telah melaksanakan kurikulum 2013 selama 3 semester. Bagi sekolah
yang tetap melaksankan kurikulum 2013 ini berjalan dengan baik dengan
berpedoman pada dokumen kurikulum dari pusat (Hasil wawancara dengan
TP pada tanggal 23 Maret 2015).
JR sebagai Kepala Seksi SMA menyampaikan sekolah yang menjadi
pilot project dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah sekolah-sekolah
besar, dalam arti sekolah yang RSBI sebelumnnya. Tidak terdapat kendala
dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 karena Daerah Istimewa Yogyakarta
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telah biasa melaksankan metode pembelajaran saintifik (Hasil wawancara
dengan JR pada tanggal 23 Maret 2015).
Terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayan pada tanggal 18 Juli 2014 telah mengeluarkan
Surat Nomor 4608/D/KR/2014 Perihal Pelaksanaan Kurikulum 2013
Semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di
seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 5
Desember 2014 telah mengeluarkan Surat Nomor: 179342/MPK/KR2014
Hal Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ditujukan kepada Ibu dan Bapak
Kepala Sekolah di Seluruh Indonesia. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 2014 telah mengeluarkan Surat
Edaran Nomor 5685/C/KR/2014 dan Nomor 8014/D/KP/2014 tentang
sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Menteri dalam
Negeri Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2015 telah
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 423.5/154/Sj tentang pelaksanaan
Kurikulum 2013 secara bertahap yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati
atau Walikota di seluruh Indonesia, menunjuk surat Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0028/MPK/KR/2015 Hal pelaksanaan Kurikulum 2013
secara bertahap dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
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160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum
2013.
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Pendidikan,
Pemuda, dan Olahraga pada tanggal 21 Januari 2015 Surat Nomor:
421/0299 Hal pelaksanaan Kurikulum yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota se-DIY bahwa dengan memperhatikan surat
Bersama Dirjen Pendidikan Dasar dan Dirjen Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 233/C/KR/2015 tanggal
19 Januari 2015 perihal tersebut pada pokok surat, setelah melakukan
berbagai upaya menyikapi kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan
kurikulum dan berdasar hasil rapat koordinasi Dinas Pendidikan Dikpora
DIY beserta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-DIY, menyampaikan:
a. Sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga)
semester dapat melanjutkan Kurikulum 2013 sebagai sekolah uji coba
yang kemudian bisa dijadikan sekolah rintisan di kabupaten/kota yang
bersangkutan,
b. Sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 (satu)
semester diputuskan kembali menggunakan Kurikulum 2006 pada
semester II tahun pelajaraan 2014/2015,
c. Pelaksanaan butir 2 tersebut masih dimungkinkan menerapkan nilai-nilai
positif Kurikulum 2013, seperti pembelajaran yang berpusat pada peserta
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didik dengan pendekatan saintifik, penguatam penilaian sikap,
keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional, dan yang lainnya,
d. Pengaturan teknis untuk pelaksanaan kebijakan tersebut agar dilakukan
dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
secara optimal.
Tabel berikut ini menjelaskan tentang proses kebijakan yang disahkan
(Policy Legitimation) dan proses implementasi kebijakan (Policy
Implementation) dalam Kebijakan Disdikpora DIY pada Kurikulum 2013
tingkat SMA.
Tabel 11. Kebijakan yang Disahkan dan implementasi kebijakan dalam
Kurikulum 2013 pada tingkat SMA di DIY























2. Sekolah yang telah melaksanakan
Kurikulum 2013 selama 3 (tiga)
semester dapat melanjutkan
Kurikulum 2013 sebagai sekolah
uji coba yang kemudian bisa
dijadikan sekolah rintisan di
kabupaten/kota yang bersangkutan,
3. Sekolah yang baru melaksanakan
Kurikulum 2013 selama 1 (satu)
semester diputuskan kembali
menggunakan Kurikulum 2006
pada semester II tahun pelajaraan
2014/2015.
4. Pelaksanaan butir 2 tersebut masih
dimungkinkan menerapkan nilai-
nilai positif Kurikulum 2013,
seperti pembelajaran yang berpusat
pada peserta didik dengan
pendekatan saintifik, penguatam
penilaian sikap, keterampilan, dan
pengetahuan secara proporsional,
dan yang lainnya,
Sumber : Wawancara dan dokumentasi penelitian, Maret dan April 2015.
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5. Evaluasi kebijakan yang dilakukan Disdikpora DIY mengenai
implementasi Kurikulum 2013 pada tingkat SMA.
TP sebagai Kepala Bidang Dikmenti mengenai evaluasi mengenai
implementasi kurikulum 2013 pada tingkat SMA yaitu perlu adanya
penyempurnaan baik dari sisi kurikulumnya dan penilaiannya (Hasil
wawancara dengan TP pada tanggal 23 Maret 2015).
Evaluasi kebijakan disdikpora DIY lakukan mengenai implementasi
Kurikulum 2013 pada tingkat SMA, JR menyampaikan bahwa tidak ada
masalah dalam evaluasi sementara ini, namun mengenai masalah penilaian
dan hal itu belum sempat dievaluasi, karena dilaksanakan belum ada satu
tahun. Sekolah yang tetap melaksanakan kurikulum 2013 berjumlah 29
SMA sampai saat ini lancar dan tidak ada masalah. ST sebagai Staf Seksi
SMA menyampaikan bahwa evaluasi dengan melakukan monitoring ke
sekolah pelaksana dengan melibatkan tim pengembang kurikulum SMA
sebagai bentuk penyempurnaan kurikulum (Hasil wawancara dengan ST
pada tanggal 30 April 2015).
Langkah-langkah Dinas dalam merumuskan kebijakan pendidikan
dalam implementasi Kurikulum 2013, TP sebagai Kepala Bidang Dikmenti
menyampaikan sebagai berikut :
“Dengan meminta masukan dari berbagai stake holder baik itu guru,
kemudian juga instansi-instansi ataupun orang-orang yang
mempunyai kepedulian terhadap pendidikan setelah itu, masukan itu
kita “godog” menjadi suatu kajian, setelah kita kaji tentunya kita
nanti ada hasil kajian iya bisa untuk kemudian sebagai dasar evaluasi
dari kebijakan itu.” (Hasil wawancara dengan TP pada tanggal 23
Maret 2015).
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JR sebagai Kepala Seksi SMA menyampaikan langkah-langkah yang
diambil untuk merumuskan kebijakan dalam implementasi Kurikulum 2013
adalah sebagi berikut :
“Langkah-langkah dengan koordinasi berbagai stakeholder, guru-
guru, pengawas, dan tim pengembang kurikulum, sudah saya
sampaikan diatas pada jawaban nomer 3 sudah saya singgungkan.”
(Hasil wawancara dengan JR pada tanggal 23 Maret 2015).
Sedangkan ST sebagai Staf Seksi SMA yang memahami akan
Kurikulum menyampaikan mengenai langkah-langkah dalam merumuskan
kebijakan dalam implementasi Kurikulum 2013 sebagai berikut :
“Adanya masukan yang dari berbagai pihak yang perhatian pada
pendidikan untuk evaluasi yang nantinya bisa menjadi suatu
pertimbangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Jadi
semua itu dari pusat dan hanya menunggu peraturan-peraturan serta
dokumen yang diberikan sebagai rambu-rambu untuk pelaksanaan
kurikulum saja dari pusat.” (Hasil wawancara dengan ST pada
tanggal 30 April 2015).
Kesimpulan dari uraian diatas bahwa langkah-langkah yang diambil
adalah koordinasi, meminta masukan dari berbagai stakeholder, guru-guru,
pengawas, instansi-instansi, dan tim pengembang kurikulum untuk evaluasi
yang nantinya bisa menjadi suatu pertimbangan pemerintah dalam membuat
suatu kebijakan. Jadi semua itu dari pusat dan hanya menunggu peraturan-
peraturan serta dokumen yang diberikan sebagai rambu-rambu untuk
pelaksanaan kurikulum.
Dalam implementasi Kurikulum 2013 terdapat faktor permasalahan
dan faktor pendukung, serta terdapat solusi untuk menangani permasalahan
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yang ada. TP menyampaikan faktor permasalahan dalam implementasi
Kurikulum 2013 sebagai berikut :
“Sumber daya manusia (SDM) guru kan sudah berupaya tapi
tentunya tidak semua guru cepat menangkap. Jadi, memang harus
bagaimana kita berupaya guru-guru kita itu benar-benar bisa
memahami dan mengimplementasikan kurikulum 2013 itu ya.
Mengenai penilaiannya, raportnya itukan sangat beda dengan
sebelumnya, menggunakan portofolio. Jadi, guru-guru
mengharapkan ada yang lebih simple lagi disini ya, jadi menangani
permasalahan penilaian akan berupaya supaya penilaian didepan
akan lebih simple, lebih mudah, tidak memberatkan guru.” (Hasil
wawancara dengan TP pada tanggal 23 Maret 2015).
JR sebagai Kepala Seksi SMA menambahkan faktor permasalahan
yang terdapat dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut :
“Mungkin hanya buku itu pengadaannya dari pusat waktu
pelaksanaan pembelajaran bukunya belum bisa diterima tepat waktu,
bisa jadi kendala, bisa jadi tidak, karena alhamdulillah Yogya, juga
karena guru-gurunya sudah terbiasa mencari tahu, dan mungkin yang
banyak dikeluhkan yaitu dipenilaian ya, itu ada juga yang merasa
terlalu memakan waktu, sulit tidak tapi memakan waktu. Terus ada
yang biasa tidak ada masalah.” (Hasil wawancara dengan JR pada
tanggal 23 Maret 2015).
ST sebagai Staf Seksi SMA menambahkan faktor permasalahan yang
terdapat dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut :
“Permasalahannya ya ada dari kesiapan guru yang kaitannya dengan
SDM gurunya. Apakah guru itu sudah memahami dalam
pelaksanakan kurikulum 2013 atau belum dan bagaimana bahan
ajarnya. Buku yang digunakan waktu itu juga ada sedikit
permasalahan yaitu keterlambatan,namun itu tidak menjadi suatu
permasalahn yang berat. Dan mengenai penilaiannya guru-guru
merasa kesulitan.” (Hasil wawancara dengan ST pada tanggal 30
April 2015).
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Permasalahan dalam implementasi Kurikulum dapat disimpulkan
sebagai berikut:
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia disini adalah sosok pendidik. Guru mata pelajaran
untuk SMA terutama tentu telah berupaya akan tetapi tidak semua guru
mata pelajaran di SMA itu cepat menangkap dalam kaitannya pelaksaan
Kurikulum 2013.
b. Penilaian
Penilaian dalam kurikulum 2013 menggunakan portofolio, berbeda
dengan penilaian pada pelaksanaan kurikulum sebelumnya.
c. Buku
Pengadaan buku mata pelajaran dalam pelaksaan Kurikulum 2013
menjadi salah satu permasalahan, pada saat itu waktu pelaksanaan
pembelajaran buku belum bisa diterima tepat waktu, akan tetapi ini tidak
menjadi suatu permasalahan yang serius karena guru-guru sudah terbiasa
mencari tahu lewat internet.
Setelah faktor permasalahan yang terdapat dalam implementasi
Kurikulum 2013, tentu ada faktor pendukungnya. Faktor pendukung dalam
implementasi Kurikulum 2013 menurut TP adalah sebagai berikut :
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“...kami meskipun tentunya berupaya untuk menyiapkan ya karena
gurunya sudah dilatih, kemudian dari sisi buku kita juga sudah
berusaha, tapi kemudian kembali pada kebijakan pusat.” (Hasil
wawancara dengan TP pada tanggal 23 Maret 2015).
Faktor pendukung dalam implementasi Kurikulum 2013 yang telah
disampaikan oleh TP, JR dan ST  adalah:
a. Kesiapan Guru mata pelajaran dalam melaksanakan Kurikulum 2013
b. Adanya pelatihan bagi guru-guru sebagai bentuk peningkatan sumber
daya manusia dengan dibantu oleh pihak LPMP
c. Sarana dan prasarana, salah satunya mengenai buku yang diusahakan
agar semua sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk semua
mata pelajaran ada bukunya
d. Lingkungan yang kondusif dari sekolah
e. Mindset guru dalam cara mengajarnya dapat menyesuaikan dengan baik
Terkait dengan faktor permasalahan dan faktor pendukung kaitannya
mengenai buku pelajaran itu berdasarkan instruksi salinan permendikbud
Nomor 78 Tahun 2014 tentang tata cara pembayaran buku Kurikulum 2013
oleh Sekolah yang dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah dan
Bantuan Sosial Buku.
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TP memberikan solusinya dengan memberikan pelatihan bagi guru
untuk meningkatkan SDM. Buku yang belum lengkap akan segera
diusahakan, mengenai penilaian akan dibuat lebih mudah lagi agar guru
tidak mengalami kesulitan, dan mengenai mata pelajaran yang belum
terakomodir di kurikulum 2013, seperti mata pelajaran Bahasa Inggris
masih kurang, mata pelajaran IT (TIK), dengan diupayakan yaitu membuat
surat ke pusat. JR menyampaikan untuk penguatan atau peningkatan guru-
guru kurikulum 2013 dinas Dikpora memfasilitasi adanya kegiatan melalui
MGMP, pengawas, Kepala Sekolah dalam kegiatan workshop yang terkait
dengan implementasi kurikulum 2013. ST sebagai Staf Seksi SMA
menambahkan bahwa untuk menangani permasalahan selama ini diadakan
pelatihan-pelatihan, pendampingan untuk semua guru di DIY dalam
implementasi kurikulum 2013 (Hasil wawancara tanggal 30 April 2015).
Berikut tabel penjelasan secara singkat mengenai proses evaluasi
kebijakan kurikulum 2013 pada tingkat SMA di DIY.
Tabel 12. Evaluasi Kebijakan Kurikulum 2013 pada tingkat SMA di DIY
Kebijakan Policy Evaluation
Kurikulum 2013 pada
tingkat SMA di DIY
1. Adanya pelatihan bagi guru-guru sebagai bentuk
peningkatan sumber daya manusia dengan dibantu
oleh pihak LPMP.
2. Lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.
4. Perlu adanya penyempurnaan dalam Kurikulum 2013.
5. Pelaksanaan monitoring ke sekolah pelaksana
Kurikulum 2013.
6. Mata Pelajaran yang sudah terakomodir.
7. Koordinasi dan evaluasi sekolah yang menjadi pilot
project.
Sumber : Wawancara dan dokumentasi penelitian, Maret dan April 2015
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6. Hasil kebijakan pendidikan Disdikpora DIY dalam implementasi
Kurikulum 2013 pada tingkat SMA.
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh data berupa
deskripsi mengenai hasil dari kebijakan pendidikan Disdikpora DIY dalam
implementasi kurikulum 2013 pada tingkat SMA. TP sebagai Kepala
Bidang Dikmenti lebih menyampaikan hasilnya ada pada mengenai muatan
lokal yang wajib diikuti, adanya ekstrakulikuler Bahasa Inggris, dan
penilaian yang masih dalam proses mata pelajaran yang belum terakomodir
untuk diupayakan bisa terakomodir pada kurikulum tersebut. JR
menyampaikan bahwa hasil dari perumusan kebijakan mengenai
implementasi Kurikulum 2013 adalah hasilnya begitu lancar kaitannya
tentang penilaian yang dinyatakan sudah biasa diatasi dengan adanya
workshop, ada koordinasi, dan 29 SMA di DIY itu tidak ada masalah
sampai saat ini, hanya yang lainnya baru mulai berjalan tapi harus kembali
itu yang menjadi masalah saat ini, sehingga belum tahu mengenai hasilnya
(Hasil wawancara dengan TP pada tanggal 23 Maret 2015).
Sehubungan dengan  hasil dari perumusan kebijakan pendidikan
dalam implementasi Kurikulum 2013, dapat dilihat perbandingan bagi SMA
yang melaksanakan kurikulum 2013 dengan yang tidak melaksanakan, TP
sebagai Kepala Bidang Dikmenti menyampaikan bahwa pelaksanaan
kurikulum 2013 tentu sudah sesuai dengan rambu-rambu yang ada, sudah
tidak masalah dengan aturan-aturan yang ada. Permasalahan saat ini adalah
yang kembali ke kurikulum 2006, padahal sekolah-sekolah itu sudah
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melaksanakan paling tidak 2 atau 3 minggu kurikulum 2013. Kurikulum
untuk dapat diperbandingan atau dievaluasi sebenarnya itu sudah berjalan
paling tidak 1 tahun, sedangkan ini belum berjalan sampai 1 tahun, kecuali
bagi sekolah yang menjadi pilot project. JR sebagai Kepala Seksi SMA
menambahkan bahwa semua sekolah tidak ada masalah, sedikit ada tapi
segera teratasi dengan kompetensi guru yang rasa ingin tahunya besar (Hasil
wawancara dengan JR pada tanggal 23 Maret 2015).
Kebijakan mengenai implementasi kurikulum 2013 pada tingkat SMA
di masa depan, TP menyampaikan dengan tetap melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas guru dalam rangka
implementasi kurikulum 2013 tersebut, termasuk juga mempersiapkan
perangkat-perangkatnya. JR sebagai Kepala Seksi SMA menyampaikan
mengenai kebijakan implementasi Kurikulum 2013 dimasa depan, dinas
daerah mengikuti kebijakan pusat karena kewenangan untuk kurikulum
umum ada di pusat, dinas daerah hanya mempunyai kewenangan dalam
kurikulum muatan lokal, sehingga mengenai keberlangsungan kurikulum
2013 berhenti atau lanjut tergantung pada kebijakan pusat.
ST menyampaikan bahwa beliau belum berani berpendapat
menentukan masa depan keberlangsungannya kurikulum 2013, namun
semua harus siap untuk melaksanakan kurikulum 2013 dengan mengikuti
rambu-rambu kebijakan yang diberikan oleh pusat. Tetap ada Kegiatan-
kegiatan untuk peningkatan kualitas guru yang kaitannya mengenai
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pelaksanaan kurikulum 2013 (Hasil wawancara dengan ST pada tanggal 30
April 2015).
Mengenai usulan terkait implementasi kurikulum 2013 pada tanggal 5
juli 2014 melalui surat yang diusulkan Disdikpora DIY kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk kebijakan pendidikan telah
terlaksana dengan bukti dokumentasi dan wawancara bahwa :
a. Mengenai Guru Mata Pelajaran TIK kompetensinya diberdayakan
sebagai guru bimbingan bidang TIK bagi siswa dengan pengakuan jam
mengajar berdasar jumlah siswa yang dibimbing sebagaimana pada Guru
BK yang selama ini ada.
b. Mata Pelajaran Seni Budaya dan Kerajinan pelaksanaannya agar
diarahkan pada salah satu atau beberapa bidang seni/kerajinan yang
merupakan pilihan sekolah berdasar potensi setempat dan ketersediaan
guru sesuai kompetensinya yang dimiliki sekolah.
c. Mata pelajaran Bahasa Daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah
sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah melalui SK.
Gubernur agar dapat diakomodasikan dalam pengakuan jam mengajarnya
dalam program sertifikasi guru beserta tunjangan sertifikasinya.
Berikut tabel menjelaskan secara singkat mengenai hasil kebijakan
Disdikpora DIY dalam implementasi Kurikulum 2013 pada tingkat SMA.
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tingkat SMA di DIY
1. Adanya workshop dan koordinasi dalam pelaksanaan
Kurikulum 2013
2. Tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah
kepada peningkatan kualitas guru dalam rangka
implementasi kurikulum 2013 tersebut, termasuk juga
mempersiapkan perangkat-perangkatnya.
3. Mengenai Guru Mata Pelajaran TIK kompetensinya
diberdayakan sebagai guru bimbingan bidang TIK bagi
siswa dengan pengakuan jam mengajar berdasar
jumlah siswa yang dibimbing sebagaimana pada Guru
BK yang selama ini ada.
4. Mata Pelajaran Seni Budaya dan Kerajinan
pelaksanaannya agar diarahkan pada salah satu atau
beberapa bidang seni/kerajinan yang merupakan
pilihan sekolah berdasar potensi setempat dan
ketersediaan guru sesuai kompetensinya yang dimiliki
sekolah.
5. Mata pelajaran Bahasa Daerah ditetapkan oleh
pemerintah daerah sebagai mata pelajaran muatan
lokal wajib di sekolah melalui SK.
Sumber : Wawancara dan dokumentasi penelitian, Maret dan April 2015.
C. Pembahasan Penelitian
1. Permasalahan yang melatarbelakangi adanya perubahan Kurikulum
SMA.
Menurut Hugh Hedo, secara umum kebijakan adalah cara bertindak
yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. James E.
Anderson juga memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari
sejumlah aktor (pejabat, kelompok, dan instansi pemerintah) atau
serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan (Arif Rohman, 2012 : 86).
Perubahan kurikulum SMA juga termasuk dalam suatu kebijakan
pendidikan. Kurikulum SMA saat ini di Indonesia terdapat dua kurikulum
yang digunakan atau diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah.
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Ada sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 dan ada yang
menggunakan kurikulum 2006, semua pelaksanaan kedua kurikulum
tersebut berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat.
Dalam perubahan kurikulum SMA tersebut terdapat beberapa
permasalahan yang melatarbelakanginya. Pada proses kebijakan pendidikan
menurut Thomas R. Dye (Riant Nugroho, 2008:177) bahwa dalam studi
kebijakan adalah perlu mengidentifikasi masalah (Identification of policy
problem), dan yang melatarbelakangi perubahan kurikulum 2013 di DIY
pada tingkat SMA antara lain :
a. Adanya perubahan pelaksanaan Kurikulum 2013 kembali ke Kurikulum
2006. Berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal
5 Desember 2014 telah mengeluarkan surat nomor:
179342/MPK/KR/2014 perihal pelaksanaan Kurikulum 2013 yang
ditunjukan kepada para Kepala Sekolah di seluruh Indonesia, yang berisi:
1) menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang
baru menerapkan satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015.
Sekolah-sekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006
mulai semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015. 2) Tetap menerapkan
Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah tiga semester ini
menerapkan, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan menjadikan
sekolah-sekolah tersebut sebagai sekolah pengembang dan percontohan
penerapan Kurikulum 2013.
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b. Kesiapan Sumber Daya Manusia merupakan suatu hal paling utama dan
penting, karena sumber daya manusia disini dimaksudkan untuk pendidik
atau para guru mata pelajaran.
c. Terdapat Sarana Prasarana yang belum memadai seperti buku. Sekolah
yang melaksanakan kurikulum 2013 diharapkan sarana dan prasarananya
memadai karena dalam pelaksanaan kurikulum 2013 hal ini penting
dalam proses pembelajarannya.
d. Perubahan Mata Pelajaran dalam Kurikulum 2013. Hal ini merujuk pada
elemen perubahan struktur kurikulum (Mata Pelajaran dan alokasi waktu)
Isi, perubahan sistem ada pada mata pelajaran wajib dan ada pada mata
pelajaran pilihan. Terjadi pengurangan mata pelajaran yang harus diikuti
siswa. Jumlah jam bertambah 2JP/ minggu akibat perubahan pendekatan
pembelajaran.
e. Kesulitan Guru dalam mengolah penilaian pada Kurikulum 2013.
Penilaian dalam kurikulum 2013 berbasis kompetensi. Pergeseran dari
penilaian melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan
hasil saja), menuju penilaian otentik (mengukur semua kompetensi sikap,
keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil).
Memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian hasil
belajar didasarkan pada posisi skor yang diperoleh terhadap skor ideal
(maksimal). Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga pada
kompetensi inti dan SKL. Mendorong pemanfaatan portofolio yang
dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian.
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Identifikasi masalah diatas Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
DIY berkerjasama dengan para guru, tim pengembang kurikulum untuk
merumuskan suatu kebijakan dengan alternatif kebijakan sebagai berikut :
a. Sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga semester
dapat melanjutkan Kurikulum 2013 sebagai sekolah uji coba atau pilot
project. Dengan berdasarkan Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014
tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013. Wina
Sanjaya (2008: 3), para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang
berbeda tentang kurikulum. Dalam penafsiran yang berbeda itu, ada juga
kesamaannya. Kesamaan tersebut adalah bahwa kurikulum berhubungan
erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai.
b. Memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. Sumber daya
manusia disini tidak hanya diperankan oleh para guru yang harus
memiliki kompetensi siap dalam melaksanakan kurikulum 2013, tetapi
juga peran dari birokrasi. Arif Rohman (2012: 122-123), birokrasi
sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang atau kekuasaan
administrasi pemerintahan dalam layanan, pengawasan, serta pengenalan
partisipasi publik tersebut sebenarnya merupakan organisasi yang
diciptakan agar bisa memaksimalkan hasil secara efisien atas tugas-tugas
yang dijalankan.
c. Sekolah yang belum sepenuhnya menerima buku Kurikulum 2013, dapat
memanfaatkan sumber pembelajaran melalui media Compact Disk (CD)
114
buku Kurikulum 2013, dan dapat melakukan hardcopy materi dari buku
Kurikulum 2013 secara terbatas,
d. Adanya Pelatihan bagi guru mata pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar
para guru memahami dalam melaksanakan kurikulum 2013. Dengan
peran Dinas dengan memperhatikan tiga hal pokok yang diungkapkan
oleh Yoyon Bahtiar Irianto (2011: 98), yaitu kewenangan, kemampuan
dan kebutuhan masing-masing daerah dengan berasakan demokrasi,
pemberdayaan, dan pelayanan umum di bidang pendidikan. Dinas
mengharapkan agar daerahnya mampu mengoptimalkan semua potensi
kelembagaan yang ada dalam masyarakat, baik pada lembaga-lembaga
pendidikan yang dikelola pemerintah, masyarakat atau swasta.
2. Penyusunan kebijakan mengenai implementasi Kurikulum 2013 pada
tingkat SMA di Disdikpora DIY
Model proses kebijakan pendidikan oleh Thomas R. Dye ( Riant
Nugroho, 2008: 177) setelah mengidentifikasi masalah adalah menyusun
usulan kebijakan (Agenda Setting). Pada analisis kebijakan Disdikpora DIY
dalam implementasi Kurikulum 2013 pada tingkat SMA, Disdikpora DIY
menyusun usulan kebijakan sebagai berikut :
a. Sekolah yang menjadi pilot project tetap melaksanakan kurikulum 2013.
Hal ini berdasarkan dengan Permendikbud nomor 160 Tahun 2014 pasal
2 ayat 1 yaitu Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah
melaksankan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap
menggunakan Kurikulum 2013.
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b. Mengadakan Pelatihan bagi guru. Pelatihan bagi guru mata pelajaran
misalnya dengan mengikuti workshop yang diadakan oleh Dinas
Pendidikan, mengikuti kegiatan MGMP dengan mata pelajaran sesuai
bidang guru mata pelajaran tersebut.
c. Koordinasi dengan pihak terkait kurikulum seperti Dinas kabupaten atau
kota, pengawas sekolah, dan tim pengembang kurikulum. hal ini
merupakan salah satu dari peran birokrasi dalam menangani kurikulum
yang digunakan.
d. Guru Mata Pelajaran TIK agar kompetensinya diberdayakan sebagai guru
bimbingan bidang TIK bagi siswa. Berdasarkan Dinas pendidikan,
pemuda, dan olahraga DIY, surat nomor: 421/3699, pada tanggal 5 Juni
2014, hal masukan atau usulan terkait implementasi kurikulum 2013,
sebagai suatu bentuk kebijakan yang dikeluarkan dinas daerah dalam
menangani pelaksanaan kurikulum 2013. Bahwa dalam kurikulum 2013
TIK tidak masuk dalam mata pelajaran wajib, sehingga mata pelajaran
TIK diubah sama dengan Bimbingan Konseling dengan pengakuan jam
mengajar berdasar jumlah siswa yang dibimbing.
e. Mata Pelajaran Seni Budaya dan Kerajinan pelaksanaannya agar
diarahkan pada salah satu atau beberapa bidang seni. Hal ini juga
berdasarkan Dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga DIY, surat nomor:
421/3699, pada tanggal 5 Juni 2014, hal masukan atau usulan terkait
implementasi kurikulum 2013, Mata Pelajaran Seni Budaya dan
116
Kerajinan pelaksanaannya agar diarahkan pada salah satu atau beberapa
bidang seni atau kerajinan yang merupakan pilihan sekolah berdasar
potensi setempat dan ketersediaan guru sesuai kompetensinya yang
dimiliki sekolah.
f. Mata pelajaran Bahasa Daerah yang oleh pemerintah daerah telah
ditetapkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah melalui
SK. Hal ini juga berdasarkan Dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga
DIY, surat nomor: 421/3699, pada tanggal 5 Juni 2014, hal masukan atau
usulan terkait implementasi kurikulum 2013, dengan tambahan Gubernur
agar dapat diakomodasi dalam pengakuan jam mengajarnya dalam
program sertifikasi guru beserta tunjangan sertifikasinya. Hal ini sejalan
dengan pendapat Mulyasa (2014: 79-80) pengembangan kurikulum
tingkat wilayah, bermuara pada wilayah tingkat I (Provinsi).
Pengembangan kurikulum tingkat wilayah berkaitan dengan
pengembangan kompetensi dan silabus untuk berbagai mata pelajaran di
luar mata pelajaran kurikulum nasional. Pengembangan kurikulum untuk
kelompok wilayah ini dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum
Tingkat Wilayah di bawah koordinasi dinas pendidikan provisni.
Termasuk dalam kurikulum wilayah ini adalah muatan lokal dan bahasa
daerah.
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3. Proses seleksi sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013.
Proses seleksi sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 tidak
menjadi fokus utama dalam proses kebijakan pendidikan itu sendiri. Bahwa
proses kebijakan setelah dilakukannya menyusun usulan kebijakan adalah
menseleksi (Policy Formulation). Hasil penelitian mengenai Analisis
kebijakan Disdikpora DIY dalam implementasi Kurikulum 2013 pada
tingkat SMA bahwa policy formulation atau setelah diseleksi dari
penyusunan usulan kebijakan menghasilkan sebagai berikut :
a. Sekolah yang tetap melaksanakan kurikulum 2013 dengan berdasarkan
Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014, pasal 2 mengatakan: 1) Satuan
pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksankan Kurikulum
2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013; 2)
Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan
Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan
satuan pendidikan rintisan penerapan kurikulum 2013; 3) Satuan
pendidikan rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berganti
melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada dinas
pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b. Pelaksanaan Kurikulum 2013 di DIY sejumlah 145 sekolah, dengan
SMA berjumlah 29 sekolah. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyampaikan
pada Tahun Ajaran 2013/2014, sekolah di DIY yang telah melaksanakan
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Kurikulum 2013 sejumlah 145 sekolah, dengan SMA berjumlah 29
sekolah yang melaksanakannya berdasar data dari Kemdikbud. Mulai
Tahun Ajaran 2014/2015, sekolah di DIY yang telah melaksanakan
Kurikulum 2013 sejumlah 2.661 sekolah dengan SMA berjumlah 160
sekolah, berdasar data dari Disdikpora DIY. Namun, pada Tahun Ajaran
2014/2015 yang melaksanakan kurikulum tingkat SMA sejumlah 160
sekolah, kembali pada Tahun Ajaran 2013/2014 dengan jumlah 29
sekolah yang telah melaksanakan kurang lebih 3 semester dengan
berdasar Permendikbud nomor 160 Tahun 2014, dengan yang baru
melaksanakan kurikulum 2013 kurang dari 3 semester dianjurkan untuk
kembali pada kurikulum 2006.
c. Guru-guru yang telah mendapatkan pelatihan tentang implementasi
Kurikulum 2013 perlu dilakukan evaluasi terhadap pemahaman dalam
implementasi. Kemampuan guru menjadi kunci utama untuk melihat
kondisi yang sebenarnya tentang kemampuan mereka dalam hal
mengimplementasikankurikulum tersebut.
d. Perlu dilakukan komunikasi dan pemikiran mengenai kejelasan kebijakan
terhadap lanjutan implementasi kurikulum ini. Hal ini merupakan salah
satu langkah yang dilakukan oleh Pemda DIY terhadap kebijakan
penghentian implementasi kurikulum 2013, agar jangan sampai anak
didik menjadi korban kebijakan pemerintah.
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4. Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada tingkat SMA di DIY
Proses kebijakan pendidikan menurut Thomas R. Dye setelah
diseleksi maka kebijakan disahkan (Policy Legitimation) dan
diimplementasikan (Policy Implementation). Pada analisis kebijakan
pendidikan Disdikpora DIY dalam implementasi kurikulum 2013 pada
tingkat SMA kebijakan yang disahkan (Policy Legitimation) adalah sebagai
berikut :
a. Pelaksanaan Kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud RI Nomor 160
Tahun 2014 tentang pemberlakuan Kurikulum 2013. Bahwa intinya
sekolah yang telah melaksanakan kurikulum 2013 selama kurang lebih 3
semester agar tetap melanjutkan pelaksanaannya dan dijadikan sebagai
sekolah percontohan.
b. Membuat Surat tentang pelaksanaan Kurikulum 2013 untuk Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan dari Disdikpora DIY. Ini merupakan sebagai
bentuk peran dari birokrasi atau Disdikpora DIY dalam pelaksanaan
kurikulum 2013 tersebut, baik mengenai mata pelajaran yang belum
terakomodir agar dapat terakomodir yaitu mata pelajaran TIK, mata
pelajaran Seni Budaya dan Kerajinan pelaksanaannya diarahkan pada
salah satu atau beberapa bidang seni/kerajinan yang merupakan pilihan
sekolah berdasar potensi setempat dan ketersediaan guru sesuai
kompetensinya yang dimiliki sekolah, dan mata pelajaran Bahasa Daerah
yang oleh pemerintah daerah telah ditetapkan sebagai mata
pelajaranmuatan lokal wajib di sekolah melalui SK.
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c. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Disdikpora DIY beserta Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota se-DIY, menyampaikan: Sekolah yang telah
melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester dapat
melanjutkan Kurikulum 2013 sebagai sekolah uji coba yang kemudian
bisa dijadikan sekolah rintisan di kabupaten/kota yang bersangkutan,
Sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 (satu)
semester diputuskan kembali menggunakan Kurikulum 2006 pada
semester II tahun pelajaraan 2014/2015, pelaksanaan butir 2 tersebut
masih dimungkinkan menerapkan nilai-nilai positif Kurikulum 2013,
seperti pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan
pendekatan saintifik, penguatam penilaian sikap, keterampilan, dan
pengetahuan secara proporsional, dan yang lainnya dan, pengaturan
teknis untuk pelaksanaan kebijakan tersebut agar dilakukan dengan
sebaik-baiknya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara
optimal.
Setelah disahkannya kebijakan tersebut untuk kemudian
diimplementasikan. Suatu implementasi kebijakan merupakan hal yang
dilaksanakan tidak hanya dari pemerintah pendidikan, akan tetapi
melibatkan politik, sosial, hukum, dan organisasi atau administrasi untuk
kesuksesan implementasi kebijakannya. Riant Nugroho (2008: 115),
implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan hal yang menentukan
dalam kebijakan publik. Arif Rohman (2012: 107), implementasi kebijakan
sebenarnya tidak menjadi monopoli birokrasi pendidikan yang secara
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hirarkis dilakukan dari paling atas kantor Kementerian Pendidikan Nasional
sampai dengan paling bawah yaitu Ranting Dinas Pendidikan dan
Pengajaran. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik pemerintah,
masyarakat serta sekolah idealnya secara bersamaan dan saling bahu-
membahu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya demi suksesnya
implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Implementasi kebijakan
(Policy Implementation) dalam Kurikulum 2013 pada tingkat SMA di DIY
adalah sebagai berikut :
a. Rapat Kantor, merupakan wadah dalam berdiskusi, sharing mengenai
kurikulum 2013.
b. Sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga)
semester dapat melanjutkan Kurikulum 2013 sebagai sekolah uji coba
yang kemudian bisa dijadikan sekolah rintisan di kabupaten/kota yang
bersangkutan.
c. Sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 (satu)
semester diputuskan kembali menggunakan Kurikulum 2006 pada
semester II tahun pelajaraan 2014/2015.
d. Pelaksanaan butir 2 tersebut masih dimungkinkan menerapkan nilai-nilai
positif Kurikulum 2013, seperti pembelajaran yang berpusat pada peserta
didik dengan pendekatan saintifik, penguatam penilaian sikap,
keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional, dan yang lainnya.
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5. Evaluasi kebijakan yang dilakukan Disdikpora DIY mengenai
implementasi Kurikulum 2013 pada tingkat SMA.
Evaluasi kebijakan merupakan langkah akhir dari model proses
kebijakan pendidikan Thomas R. Dye ( Riant Nugroho, 2008: 177) untuk
menganalisis akibat dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan (Policy
Evaluation) dalam penelitian ini antara lain :
a. Adanya pelatihan bagi guru-guru sebagai bentuk peningkatan sumber
daya manusia dengan dibantu oleh pihak LPMP, meskipun dalam elemen
kurikulum 2013 (Mulyasa, 2014: 79) dalam pembelajaran Guru bukan
satu-satunya sumber belajar, akan tetapi pelatihan ini sangat penting bagi
peningkatan pemahaman guru terhadap kurikulum 2013.
b. Lingkungan sekolah yang kondusif. Hal ini sangat mendukung dalam
proses pembelajaran di sekolah dengan menggunakan kurikulum 2013,
menurut Mulyasa (2014: 79) belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas,
tetapi juga di lingkungan sekolah dimasyarakat.
c. Sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sebagai penunjang dalam
pembelajaran menggunakan kurikulum 2013, dalam proses
pembelajarannya buku teks dapat terdistribusi secara baik agar tidak
menjadi penghambat dalam pelaksanaan kurikulum 2013.
d. Perlu adanya penyempurnaan dalam Kurikulum 2013. Hal ini
dimaksudkan dalam menanngapi beralihnya kurikulum 2013 ke
kurikulum 2006, akan tetapi bagi sekolah yang menjadi pilot project
tetap dapat melaksanakan kurikulum 2013.
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e. Pelaksanaan monitoring ke sekolah pelaksana Kurikulum 2013.
Monitoring dilakukan sebagai bentuk dalam mengawasi pelaksanaan
kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah menggunakan kurikulum
2013.
f. Mata Pelajaran yang sudah terakomodir. Pada tahun Ajaran 2014/2015
mata pelajaran TIK yang pada kurikulum 2013 itu tidak ada jam
pelajarannya, akan tetapi telah dibuat kebijakan yang diusulkan oleh
Disdikpora DIY bahwa mata pelajaran TIK itu seperti Bimbingan
Konseling, jadi perhitungan jam pelajarannya disesuaikan dengan jumlah
siswa yang istilahnya konsultasi dengan guru mata pelajaran tersebut.
g. Koordinasi dan evaluasi sekolah yang menjadi pilot project. Hal ini
dilakukan sebagai bentuk dalam menanggapi pelaksanaan kebijakan
kurikulum 2013 pada tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Hasil kebijakan pendidikan Disdikpora DIY dalam implementasi
Kurikulum 2013 pada tingkat SMA
Hasil merupakan suatu pemaknaan dari keseluruhan data yang
diperoleh dalam langkah-langkah yang sudah dilakukan. Hasil dari analisis
kebijakan pendidikan Disdikpora DIY dalam implementasi kurikulum 2013
pada tingkat SMA diperoleh sebagai berikut :
a. Adanya workshop dan koordinasi dalam pelaksanaan Kurikulum 2013,
b. Tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada
peningkatan kualitas guru dalam rangka implementasi kurikulum 2013
tersebut, termasuk juga mempersiapkan perangkat-perangkatnya,
124
c. Mengenai Guru Mata Pelajaran TIK kompetensinya diberdayakan
sebagai guru bimbingan bidang TIK bagi siswa dengan pengakuan jam
mengajar berdasar jumlah siswa yang dibimbing sebagaimana pada Guru
BK yang selama ini ada,
d. Mata Pelajaran Seni Budaya dan Kerajinan pelaksanaannya agar
diarahkan pada salah satu atau beberapa bidang seni/kerajinan yang
merupakan pilihan sekolah berdasar potensi setempat dan ketersediaan
guru sesuai kompetensinya yang dimiliki sekolah,
e. Mata pelajaran Bahasa Daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah
sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah melalui SK.
7. Proses Analisis Kebijakan Disdikpora DIY dalam Implementasi
Kurikulum 2013 pada tingkat SMA.
Gambar 6. Proses Analisis Kebijakan Disdikpora DIY dalam implementasi Kurikulum 2013 pada
tingkat SMA.












Dinas memantau pelaksanaan kurikulum 2013 untuk mengetahui
kesiapan SDM, sarana prasarana, dan kesulitan guru.
Monitoring ke sekolah pelaksana kurikulum 2013 melalui guru
dan kepala sekolah yang berkunjung ke kantor dinas.
Dinas mengadakan pelatihan, workshop, MGMP, dan koordinasi
dengan pihak terkait.
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Bahwa gambar di atas menjelaskan proses analisis kebijakan yang terjadi di
Dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga DIY dalam implementasi kurikulum
2013 pada tingkat SMA. Alur kebijakan berdasarkan model proses kebijakan
menurut Thomas R. Dye adalah identification of policy problem, agenda setting,
policy formulation, policy legitimation, policy implementation, dan policy
evaluation. Bahwa alur kebijakan yang pertama adalah identification of policy
problem atau identifikasi masalah, pada tahap ini Disdikpora DIY melakukannya
untuk mengetahui masalah-masalah yang terdapat dalam implementasi kurikulum
2013, masalah yang ditemukan adalah mengenai kesiapan sumber daya manusia
(SDM), sarana prasarana yang belum memadai, perubahan mata pelajaran dalam
kurikulum 2013, dan kesulitan guru dalam mengolah penilaian. Identifikasi
masalah yang diketahui yang terdapat dalam implementasi kurikulum 2013
didasarkan pada pendekatan perumusan kebijakan man-power approach yaitu
bahwa pemerintah Disdikpora melakukan tahap ini tidak melihat adanya
permintaan dari masyarakat, tetapi pemerintah memiliki wewenang dan
tanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan implementasi kurikulum 2013
tersebut.
Tahap kedua adalah agenda setting atau menyusun usulan kebijakan,
berdasarkan pendekatan perumusan kebijakan man-power approach Dinas
melakukan kegiatan pelatihan bagi guru seperti workshop, dan MGMP untuk
menangani masalah-masalah yang ditemukan. Adanya koordinasi dengan pihak
terkait dalam implementasi kurikulum 2013 baik mengenai sarana prasarana yang
belum lengkap, kesiapan guru, mata pelajaran bahasa daerah ditetapkan sebagai
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mata pelajaran muatan lokal wajib, mata pelajaran seni budaya agar disesuaikan
dengan kompetensi yang dimiliki sekolah. Pada tahap ini terdapat pendekatan
social demand approach salah satunya adalah mengenai perubahan mata pelajaran
dalam kurikulum 2013 seperti mata pelajaran TIK yang diusulkan dalam rapat
dinas untuk kompetensi sama dengan mata pelajaran BK.
Tahap ketiga adalah policy formulation atau menseleksi, dinas daerah tidak
melakukan ini terlihat dari pendekatan perumusan kebijakan man-power
approach, karena hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu Kemendikbud.
Dinas daerah hanya menyesuaikan dan melaksanakan tugas yang diberikan dan
diputuskan oleh Kemendikbud, seperti mengevaluasi guru-guru yang telah
mengikuti pelatihan terhadap pemahaman dalam kurikulum 2013, serta
komunikasi dan pemikiran mengenai kejelasan kebijakan terhadap lanjutan
implementasi kurikulum 2013 menjadi wewenang pemerintah pusat.
Tahap keempat adalah policy legitimation, suatu kebijakan yang mengenai
kurikulum 2013 disahkan oleh pemerintah pusat yaitu Kemendikbud terlihat
bahwa pendekatan perumusan kebijakan pada tahap ini adalah man-power
approach, Disdikpora DIY hanya melaksanakannya, berdasarkan Permendikbud
Nomor 160 Tahun 2014. Namun dari sisi pendekatan perumusan kebijakan social
demand approach terlihat bahwa Disdikpora DIY menyikapi beberapa hal yang
terjadi dalam pelaksanaan kurikulum 2013, diantaranya mengenai mata pelajaran
TIK yang kompetensinya seperti mata pelajaran BK, mata pelajaran seni budaya
dan kerajinan pelaksanaannya diarahkan pada satu atau beberapa bidang seni
menyesuaikan kompetensi yang dimiliki sekolah, dan mata pelajaran bahasa
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daerah ditetapkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib, dengan Disdikpora
DIY membuat surat usulan tentang pelaksanaan kurikulum 2013 tersebut untuk
Kemendikbud. Usulan tentang pelaksanaan kurikulum 2013 tersebut berdasarkan
hasil rapat koordinasi Disdikpora DIY beserta dinas pendidikan kabupaten atau
kota se-DIY.
Tahap kelima adalah policy implementation, berdasarkan pendekatan
perumusan kebijakan man-power approach bahwa Dinas daerah tidak melakukan
tahap ini karena keputusan ada pada pemerintah pusat, dinas daerah hanya
melaksanakan kebijakan tersebut agar sampai pada sekolah-sekolah. Rapat kantor
dilakukan dinas daerah juga berdasarkan atas kebijakan mengenai kurikulum
2013, menyesuaikan rambu-rambu yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Tahap keenam adalah policy evaluation, berdasarkan pendekatan perumusan
kebijakan man-power approach bahwa Disdikpora DIY melakukan kegiatan
monitoring ke sekolah-sekolah pelaksana kurikulum 2013 melalui guru dan
kepala sekolah yang datang ke dinas, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui
pelaksanaan kurikulum 2013 telah berjalan dengan baik, terbukti dengan mata
pelajaran yang sudah terakomodir, sarana dan prasarana yang telah memadai,
lingkungan sekolah yang kondusif, dan tetap adanya pelatihan bagi guru-guru
serta koordinasi dengan berbagai pihak mengenai pelaksanaan kurikulum 2013
pada sekolah yang menjadi pilot project.
Berdasarkan keenam tahap proses kebijakan yang telah dijelaskan diatas
memberikan kesimpulan bahwa implementasi kurikulum 2013 pada tingkat SMA
di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak terlihat pada pendekatan perumusan
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kebijakan dengan man-power approach daripada social demand approach.
Implementasi kurikulum 2013 dengan pendekatan perumusan kebijakan man-
power approach berarti bahwa pemerintah memiliki wewenang dan
tanggungjawab, serta kebijakan yang dibuatnya dapat berlangsung secara efisien





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis
Kebijakan Disdikpora DIY dalam Implementasi Kurikulum 2013 pada
Tingkat SMA” maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut.
1. Identifikasi masalah atau identification of policy problem yang ditemukan
Disdikpora dalam memantau pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah sumber
daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan kesulitan guru. Pendekatan
perumusan kebijakan yang digunakan adalah man-power approach.
2. Menyusun usulan kebijakan atau agenda setting yang dilakukan
Disdikpora adalah melakukan kegiatan pelatihan bagi guru, workshop, dan
MGMP. Pendekatan perumusan kebijakan yang digunakan adalah man-
power approach.
3. Policy formulation, policy legitimation, policy implementation dilakukan
oleh pemerintah pusat yang memiliki kewenangan mengenai kebijakan
Kurikulum 2013, dinas daerah hanya melaksanakan, dan menyikapi
kebijakan tersebut. Pendekatan perumusan kebijakan yang digunakan
adalah man-power approach dan social demand approach.
4. Policy evaluation berdasarkan pendekatan perumusan kebijakan man-
power approach, dinas daerah melakukan monitoring ke sekolah
pelaksana Kurikulum 2013, melalui guru, dan kepala sekolah yang
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berkunjung ke dinas. Monitoring yang telah dilakukan dalam pelaksanaan
Kurikulum 2013 adalah pelaksanaan Kurikulum 2013 yang baik, terbukti
dengan mata pelajaran yang sudah terakomodir, sarana prasarana yang
memadai, lingkungan sekolah yang kondusif, dan tetap adanya pelatihan
bagi guru, serta koordinasi yang baik dari berbagai pihak pelaksana
Kurikulum 2013.
B. Saran
1. Bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
Pemerintah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga diharapkan
tetap memberikan pelayanan dan memfasilitasi untuk mengadakan
pelatihan-pelatihan bagi guru mata pelajaran kaitannya dengan
pelaksanaan kurikulum 2013. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kendala
baik dalam hal penilaiannya dalam raport yang dikerjakan guru, serta
model pembelajaran yang digunakan.
2. Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dalam memutuskan
kebijakan dapat berlaku adil bagi seluruh sekolah di Indonesia dengan
melihat kesiapan sekolah tersebut dari kebijakan yang dibuat.
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Analisis Kebijakan Disdikpora DIY dalam Implementasi Kurikulum 2013
pada Tingkat SMA
I. Identitas Diri
1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Pendidikan terakhir :
II. Daftar Pertanyaan
Responden yang akan diwawancarai adalah:
Kepala Bidang Dikmenti, Kepala Seksi SMA, dan Staf Seksi SMA bagian
Kurikulum.
Pokok masalah yang diwawancarakan meliputi:
1. Apa saja permasalahan yang melatarbelakangi adanya perubahan
kurikulum SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apa saja yang diusulkan oleh Dinas dalam menangani permasalahan
kurikulum 2013 ?
3. Bagaimana penyusunan kebijakan mengenai implementasi kurikulum 2013
pada tingkat SMA di Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta ?
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4. Bagaimana Dinas menseleksi usulan kebijakan yang berkaitan dengan
kurikulum 2013, terutama kebijakan dari pusat ?
5. Kapan suatu kebijakan implementasi kurikulum 2013 itu dapat disahkan ?
6. Bagaimana proses seleksi sekolah yang akan dipilih untuk melaksanakan
kurikulum 2013 ?
7. Bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013 pada tingkat SMA di Daerah
Istimewa Yogyakarta ?
8. Apa saja faktor permasalahan dalam perumusan kebijakan implementasi
kurikulum 2013 ?
9. Apa saja faktor pendukung dalam perumusan kebijakan implementasi
kurikulum 2013
10. Bagaimana solusi yang dapat diberikan Dinas menangani permasalahan
dalam implementasi kurikulum 2013 pada tingkat SMA ?
11. Bagaimana evaluasi kebijakan yang dilakukan Disdikpora DIY mengenai
implementasi kurikulum 2013 pada tingkat SMA ?
12. Bagaimana langkah-langkah Dinas dalam merumuskan kebijakan
pendidikan dalam implementasi kurikulum 2013 ?
13. Bagaimana hasil dari perumusan kebijakan pendidikan Disdikpora DIY
dalam implementasi kurikulum 2013 pada tingkat SMA ?
14. Bagaimana hasil perbandingan bagi SMA yang melaksanakan kurikulum
2013 dengan yang tidak melaksanakan, dilihat dari kebijakannya ?
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15. Bagaimana perumusan kebijakan Dinas dalam keberlangsungan
implementasi kurikulum 2013 pada tingkat SMA di masa depan?
B. Pedoman Dokumentasi
Pedoman Dokumentasi
Analisis Kebijakan Disdikpora DIY dalam Implementasi Kurikulum
2013 pada Tingkat SMA
No. Aspek yang Diamati Keterangan
1. Profil Disdikpora
2. Lokasi
3. Visi dan Misi Disdikpora
4. Struktur Organisasi Disdikpora
5. Data berupa dokumen hasil





ANALISIS KEBIJAKAN DISDIKPORA DIY DALAM IMPLEMENTASI
KURIKULUM 2013 PADA TINGKAT SMA
No. Pengumpulan Data Reduksi Data
1. Apa saja permasalahan yang melatarbelakangi
adanya perubahan kurikulum SMA di Daerah
Istimewa Yogyakarta ?
a. Membicarakan kurikulum secara umum,
perubahan kurikulum itu berdasarkan kebijakan
dari pusat. Jadi, kita dinas daerah hanya
melaksanakan, meskipun latar belakang
perubahan banyak hal mungkin kaitannya adanya
evaluasi kurikulum yang dulu. Jadi, perubahan
itu didasarkan atas evaluasi dari kurikulum yang
dilaksanakan sebelumnya dalam rangka supaya
terjadi peningkatan kualitas anak didik kita tapi
kita yang di Daerah Istimewa Yogyakarta ini
mendapatkan, istilahnya perubahan ini
merupakan kebijakan dari pusat ya.
b. Secara umum sepertinya tidak ada perubahan
kurikulum yang di dinas dari DIY, itukan untuk
pelaksanaan-pelaksanaan pembelajaran,
disekolahkan mengacu kurikulum nasional.
Cuma saja memang untuk kurikulum umum
daerah itu diberikan kewenangan untuk
melaksanakan kurikulum muatan lokal,
sebenarnya perubahan tidak ada, hanya
penyempurnaan ya.
c. Yang melatarbelakangi ya tentunya itu
tergantung dari pusat, kita hanya mengikuti













2. Apa saja yang diusulkan oleh Dinas dalam
menangani permasalahan kurikulum 2013?
a. Permasalahan kurikulum 2013 bisa di supaya
baik tentu dengan peningkatan sumber daya
manusianya, kemudian yang kedua sarana
prasarananya, kemudian juga, kalau sarana
prasarana dalam rangka buku, buku ajarnya itu
tentunya diharapkan ya bisa selengkap mungkin
dengan kualitas yang memang bener-bener
sesuai dengan yang diharapkan, kemudian
tentunya lingkungan yang kondusif dari sekolah,
jadi dari sisi karena adanya perubahan itu














tentunya nantinya ada perubahan mindset cara
mengajarnya, metode mengajarnya, kemudian itu
harus tentunya para guru itu bisa istilahnya
menyesuaikan. Ya sakjane ini dulu SDM atau
sumber daya manusianya, SDM guru. Guru yaitu
merubah mindset guru dari kalau kurikulum 2006
dengan kurikulum 2013 itu kan beda. Kurikulum
2006 lebih ke KBK, kalau kurikulum 2013
sainstifiknya, nah itu ada perubahan disitu.
Kemudian setelah itu tentunya ada pelatihan -
pelatihan untuk para guru. Jadi, semua kalau di
SMA itu ada 9 mata pelajaran yang umum itu, itu
diawali dengan itu, dan mereka dilatih, dan ini
sudah dilaksanakan pelatihan bagi para guru di
DIY dengan bantuan dari LPMP, itu dibantu oleh
itu. Kemudian dari sisi sarana prasarana yaitu
buku iya ini yang membuat atau menyusun
itukan dari pusat, kemudian kita tinggal
pengadaannya itu juga dikoordinasikan dengan
pusat, nah itu nanti harapan kita tentunya semua
sekolah, semua mata pelajaran ada bukunya
begitu.
b. Seperti halnya kurikulum 2013 kembali ke
kurikulum 2006, itu pun kita mengacu pada
kebijakan pusat. Itu karena kewenangan mutlak
ada dipusat, tapi kalau didaerah itu hanya terkait
dengan kurikulum daerah, muatan lokal. Di
Yogya kurikulum muatan lokal itu berbasis
budaya, khususnya untuk muatan lokal ada
kurikulum muatan lokal wajib Bahasa Jawa,
diwajibkan untuk semua penyelenggara
pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dari
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah wajib atau
muatan lokal Bahasa Jawa. Hanya itu kalau basis
budaya itu sudah otomatis disemua pelajaran.
c. Dalam menangani permasalahan kurikulum 2013
itu dengan menyikapinya dan mentindaklanjuti,
seperti halnya dalam menyikapi SDM dalam
implementasi kurikulum 2013, serta bagaimana





3. Bagaimana penyusunan kebijakan mengenai
implementasi kurikulum 2013 pada tingkat SMA di
Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta ?
a. Ya tentunya kalau yang namanya kebijakan







Kewenangan kita ini ada di kaitannya dengan
muatan lokalnya, jadi memang ketika kurikulum
2013 sudah diterbitkan dari pusat, kebijakan
pusat tentu kita yang namanya kurikulum baru
tentu ada yang tidak sempurna kan? Jadi,
misalnya berdasarkan masukan-masukan dari
stake holder itu misalnya dari sisi mata
pelajarannya ada hal-hal yang terkurangi
misalnya bahasa inggris. Pada masa era
globalisasi ini dimana sebetulnya bahasa inggris
itukan sangat diperlukan tapi justru di kurikulum
2013 dari 3 mata pelajaran jadi 2 mata pelajaran
misalnya begitu, dan IT, IT itu mestinya di era
globalisasi ini sangat penting justru kemudian
mata pelajaran ini tidak ada, otomatis guru-
gurunya kan tidak mengajar kalau mereka tidak
ada mata pelajaran dan juga kebutuhan siswa
untuk kaitannya teknologi akan menjadi
berkurang, kemudian berkaitannya ini ada solusi
jadi kita sudah memberikan masukan ke pusat.
Jadi, kita dinas daerah dalam rangka
implementasi kurikulum kita memberikan
masukan ke pusat setelah kita evaluasi. Evaluasi-
evaluasi itu dari guru-guru kemudian dari tim,
kita punya tim pengembang kurikulum, itu
memberikan masukan pada dinas, kemudian dari
dinas “digodog” kemudian kita membuat suatu
usulan berkaitan penyempurnaan kurikulum
2013 itu, misalnya tadi untuk guru bahasa inggris
kita beri jalan keluar dengan mungkin ada
penambahan ekstrakulikuler bahasa inggris,
kemudian ada surat pusat untuk IT bagaimana
dengan IT supaya bisa kemudian anak-anak
mendapatkan mata pelajaran It, kemudian sudah
ada jawaban dari pusat suratnya itu bahwa IT ini
modelnya seperti guru BK. Jadi, modelnya tatap
muka, tatap mukanya itu modelnya tidak
kemudian dikelas tetapi ada semacam bimbingan
begitu. Jadi, ada seperti guru BK itu dia akan
untuk menjadi setara dengan 1 mata pelajaran,
maka dia bertemu dengan beberapa siswa, itu
sama IT sama anak.
b. Kita selalu koordinasi dengan pihak-pihak
terkait, misalnya berkomunikasi dengan dinas
pendidikan kabupaten atau kota, terus pengawas-
pengawas sekolah, dan kebetulan juga di daerah
Istimewa Yogyakarta punya tim pengembang
kurikulum yang mana disitu kita dari hasil
dengan pihak-pihak terkait,
baik dinas kabupaten atau
kota, pengawas-pengawas










tidak terlepas dari rambu-
















untuk daras evaluasi dari
kebijakan tersebut.
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evaluasi kita koordinasikan dengan tim
pengembang kurikulum untuk penyempurnaan
atau menangani, mencari solusi terkait dengan
implementasi kurikulum 2013 kembali ke
kurikulum 2006. Kebetulan di DIY itu kemarin
Pak Kepala Dinas memfasilitasi dan terkait
dengan kembalinya kurikulum 2013 ke
kurikulum 2006, karena disitu juga harus ada
beberapa yang perlu diimplementasikan sesuai
dengan dokumen-dokumen 2006, sehingga
didalam pembelajaran khususnya untuk SMA
itukan, karena kalau di SMA itu mengacu
kurikulum 2013 kelas X sudah peminatan atau
sudah penjurusan, sementara kalau di kurikulum
2006 itu baru di kelas XI, sehingga kelas X itu
masih umum, nah karena kemarin itu kita
melaksanakan semeter 1 dikelas X itu pakai
kurikulum 2013 dimana sudah ditetapkan
jurusannya IPA atau IPS atau Bahasa, nah itu
sekarang di semester 2 harus kembali ke
kurikulum 2006, berartikan harus kembali ke
umum. Ada beberapa pelajaran yang berdasarkan
dokumen 2006 itu harus diterima oleh siswa, tapi
siswa kan belum menerima, karena kita mengacu
kurikulum 2013 sehingga dinas Dikpora melalui
tim pengembang kurikulum berusaha membantu
teman-teman di sekolah-sekolah untuk
membuatkan dokumen panduan untuk
martikulasi. Martikulasi tapi yang sifatnya
penting-penting saja, karena kalau mau semua
kita martikulasi, waktunya tidak mungkin cukup
karena tinggal beberapa bulan, karena turunnya
kebijakan tadi ada di pertengahan semester
sehingga itu mau tidak mau juga segera
ditindaklanjuti diantaranya kebijakan yang
diambil Disdikpora bekerjasama tim
pengembang itu membuat panduan untuk
martikulasi.
c. Dalam penyusunan kebijakan terkait dengan
implementasi kurikulum 2013 tetap dinas
mengikuti dari pemerintah pusat. Kalau dinas
daerah itu biasanya menangai mengenai
penyususan kurikulum muatan lokalnya, bahasa
daerah begitu mba.
4. Bagaimana Dinas menseleksi usulan kebijakan yang
berkaitan dengan kurikulum 2013, terutama




yaitu selalu ada upaya
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a. Kurikulum 2013 ini, ya saat ini kita sudah ada
145 sekolah, 64 SD, 29 SMP, 29 SMA, dan 23
SMK. Dan tentunya kami meskipun tentunya
berupaya untuk menyiapkan ya karena gurunya
sudah dilatih, kemudian dari sisi buku kita juga
sudah berusaha, tapi kemudian kembali pada
kebijakan pusat. Ada ketentuan dari pusat kita
kembali kurikulum 2013 di tahun 2019. Jadi, kita
dinas daerah tentunya menyesuaikan kebijakan
dari pusat.
b. Dinas Dikpora bersama-sama dinas kabupaten
atau kota juga dengan LPMP berkoordinasi
terkait dengan hasil-hasil evaluasi atau hasil-
hasil pelaksanaan kurikulum 2013 kemaren itu
apa saja yang jadi kendala yaitu diusulkan lewat
rapat, lewat rakor-rakor kepala dinas, rakor
pejabat pusat, dengan tadi koordinasi dengan tim
pengembang, pengawas, dan kepala sekolah
dengan guru guru dengan dinas kabupaten atau
kota, karena yang mempunyai kewenangan di
pendidikan kabupaten atau kota kan masih dinas
kabupaten atau kota sehingga kita selalu
koordinasi terkait dengan pelaksanaan
pembelajaran disekolah-sekolah.
c. Sebenarnya tidak menseleksi namun tetap
melaksanakan kebijakan yang diberikan dari
pusat. Kurikulum 2013 saat ini untuk SMA di


















5. Kapan suatu kebijakan implementasi kurikulum
2013 itu dapat disahkan ?
a. Kita dinas di daerah mengikuti kebijakan dari
pusat ya.
b. Inikan berdasarkan dari pusat, yang mana
2014/2015 semuanya wajib melaksanakan
kurikulum 2013 waktu itu, namun dengan
kembalinya ke kurikulum 2006 sehingga secara
otomatis kurikulum 2013 untuk kelas X dan XI,
maupun XII yang bukan menjadi pilot project
kembali.
c. Saat pemberlakuan Peraturan menteri itu
diberikan, itu artinya ya kita mengikuti kebijakan













6. Bagaimana proses seleksi sekolah yang akan dipilih
untuk melaksanakan kurikulum 2013 ?
a. Sampai saat ini kita menyesuaikan kebijakan
pusat, kurikulum 2013 diperuntukan bagi sekolah
yang sudah melaksanakan kurikulum 2013 ini
selama 3 semester itu. Jadi begitu ketentuannya.
b. Yang menjadi pilot project kemaren adalah
sekolah-sekolah besar, dalam arti sekolah-
sekolah yang RSBI kemaren dan juga sekolah-
sekolah besar itu, lah itu seleksinya kemaren itu
berdasarkan, ya bersama-sama dengan pusat.
c. Yang dipilih itu sekolah yang dulunya
melaksanakan RSBI, dan yang dipandang
mampu melaksanakan dengan menyesuaikan
kebijakan pusat yaitu bagi sekolah yang telah
melaksanakan kurikulum 2013 ini selama kurang
lebih 3 semester mba.
Pada tahun ajaran
2013/2014 di DIY telah
melaksanakan kurikulum
2013 sejumlah 145 sekolah
yaitu SD berjumlah 64
sekolah, SMP berjumlah
29 sekolah, SMA
berjumlah 29 sekolah, dan
SMK berjumlah 23
sekolah, sampai pada tahun
ajaran 2014/2015 sekolah










selama 3 semester, sekolah
yang menjadi pilot project




7. Bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013 pada
tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
a. Tentunya berawal dari usaha kita semua, ya
sudah berjalan dengan baik ya begitu, termasuk
kita punya dokumen kurikulum sudah
menggunakan itu 2013.
b. Kalau ditanya itu dan karena Yogya itu entah
baik kurikulum 2013, entah itu kurikulum 2006,
kalau DIY itukan sudah siap semuanya, dan
alhamdulillah di sekolahan-sekolahan yang kita
melaksanakan kurikulum 2013 ada 29 sekolah
(SMA), itu sampai saat ini tidak ada kendala
apapun karena belum melaksanakan ujian
kurikulum 2013, tetapi secara umum tidak ada
hambatan apapun, karena di Yogyakarta sudah
biasa melaksanakan metode pembelajaran yang
saintifik, sudah biasa.
c. Berjalan dengan baik ya, tentunya yang 29 SMA
itu dengan rambu-rambu yang telah diberikan
Berdasarkan kebijakan dari
pusat, bagi sekolah yang
melaksanakan Kurikulum
2013 selama 3 semester,
dan 29 SMA yang
melaksanakan Kurikulum





berupa dokumen mengenai kurikulum.
8. Apa saja faktor permasalahan dalam perumusan
kebijakan implementasi kurikulum 2013 ?
a. Sumber daya manusia (SDM) guru kan sudah
berupaya tapi tentunya tidak semua guru cepat
menangkap. Jadi, memang harus bagaimana kita
berupaya guru-guru kita itu benar-benar bisa
memahami dan mengimplementasikan
kurikulum 2013 itu ya. Mengenai penilaiannya,
raportnya itukan sangat beda dengan
sebelumnya, menggunakan portofolio. Jadi,
guru-guru mengharapkan ada yang lebih simple
lagi disini ya, jadi menangani permasalahan
penilaian akan berupaya supaya penilaian
didepan akan lebih simple, lebih mudah, tidak
memberatkan guru.
b. Mungkin hanya buku itu pengadaannya dari
pusat waktu pelaksanaan pembelajaran bukunya
belum bisa diterima tepat waktu, bisa jadi
kendala, bisa jadi tidak, karena alhamdulillah
Yogya, juga karena guru-gurunya sudah terbiasa
mencari tahu, dan mungkin yang banyak
dikeluhkan yaitu dipenilaian ya, itu ada juga
yang merasa terlalu memakan waktu, sulit tidak
tapi memakan waktu. Terus ada yang biasa tidak
ada masalah.
c. Permasalahannya ya ada dari kesiapan guru yang
kaitannya dengan SDM gurunya. Apakah guru
itu sudah memahami dalam pelaksanakan
kurikulum 2013 atau belum dan bagaimana
bahan ajarnya. Buku yang digunakan waktu itu
juga ada sedikit permasalahan yaitu
keterlambatan,namun itu tidak menjadi suatu
permasalahn yang berat. Dan mengenai
penilaiannya guru-guru merasa kesulitan.
Faktor permasalahan :
































9. Apa saja faktor pendukung dalam perumusan
kebijakan implementasi kurikulum 2013?
a. Faktor pendukung sudah saya sampaikan diatas,
yaitu kami meskipun tentunya berupaya untuk
menyiapkan ya karena gurunya sudah dilatih,
kemudian dari sisi buku kita juga sudah
berusaha, tapi kemudian kembali pada kebijakan
pusat.
Faktor pendukung :









b. Faktor pendukung banyak, gurunya
alhamdulillah siap, otomatis mau ga mau itu
gurunya. Sebenarnya kan Yogya kemarin sudah
menyatakan semua siap melaksanakan kurikulum
2013, tetapi hanya karena kebijakan dari pusat
yang mana harus kita ikuti ya sudah kita kembali
ke kurikulum 2006. Sehingga kalau di Yogya
ditanya siap kurikulum 2013 ya siap, kurikulum
2006 ya siap. Alhamdulillah dari guru-guru kita
tidak gampang kagetan “hlo kok harus pindah”
sehingga yaitu yang mendukung kesiapan guru-
guru, ya satu dua si masih ada, tapi alhamdulillah
siap semua.
c. Faktor pendukungnya ya kesiapan gurunya,
dengan adanya pelatihan pelatihan yang
diberikan dinas, buku pelajaran yang selalu















10. Bagaimana solusi yang dapat diberikan Dinas
menangani permasalahan dalam implementasi
kurikulum 2013 pada tingkat SMA ?
a. Dengan melatih guru, pelatihan guru dengan
SDM yang kurang disini memberikan pelatihan
bagi guru. SDM yang perlu ditingkatkan,
kemudian buku yang masih belum lengkap ada
sebagian, penilaian, solusi mata pelajaran yang
belum terakomodir di kurikulum 2013, yang tadi
saya sampaikan bahasa inggris masih kurang, IT
(TIK), terus bagaimana upayanya yaitu membuat
surat ke pusat. Jadi, kita mengevaluasi kemudian
penilaiannya juga perlu dievaluasi raportnya biar
lebih simple.
b. Untuk penguatan atau peningkatan guru-guru
kurikulum 2013 dinas Dikpora memfasilitasi
adanya misalnya lewat MGMP, lewat pengawas,
lewat kepala sekolah,lewat guru-guru, itu ada
beberapa kegiatan yang didalamnya diberikan
penguatan misalnya untuk workshop yang terkait
dengan implementasi kurikulum 2013.
c. Solusi permasalahan selama ini kita adakan
pelatihan-pelatihan, pendampingan untuk semua
guru di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
implementasi kurikulum 2013. Mengenai























4) Mata pelajaran yang
belum terakomodir di
Kurikulum 2013, seperti




dalam kegiatan seperti workshop yang diadakan
baik untuk gurunya dan kepala sekolah dan
sebagainya.
11. Bagaimana evaluasi kebijakan yang dilakukan
Disdikpora DIY mengenai implementasi kurikulum
2013 pada tingkat SMA ?
a. Perlu adanya penyempurnaan, dari sisi
kurikulumnya, dan penilaiannya.
b. Itu sementara tidak masalah, hanya itu tadi
masalah penilaian dan belum sempat dievaluasi,
kan berjalan belum lama. Yang saudara
bayangkan saat itu tidak sama dengan kondisi
saat ini, hanya saja kita wakili pada 29 SMA
yang melaksakan itu. Kalau itu sampai saat ini
lancar-lancar saja tidak ada masalah.
c. Evaluasi dengan melakukan monitoring ke
sekolah pelaksana dengan melibatkan tim
pengembang kurikulum SMA dengan adanya








kurikulum 2013 saat ini
belum dapat dievaluasi
karena belum berjalan
kurang lebih satu tahun,
memang ada masalah
mengenai penilaian, tapi
bagi 29 SMA yang
menjadi pilot project tidak
ada masalah dan sampai




12. Bagaimana langkah-langkah Dinas dalam
merumuskan kebijakan pendidikan dalam
implementasi kurikulum 2013 ?
a. Dengan meminta masukan dari berbagai stake
holder baik itu guru, kemudian juga instansi-
instansi ataupun orang-orang yang mempunyai
kepedulian terhadap pendidikan setelah itu,
masukan itu kita “godog” menjadi suatu kajian,
setelah kita kaji tentunya kita nanti ada hasil
kajian iya bisa untuk kemudian sebagai dasar
evaluasi dari kebijakan itu.
b. Langkah-langkah dengan koordinasi berbagai
stakeholder, guru-guru, pengawas, dan tim
pengembang kurikulum, sudah saya sampaikan
diatas pada jawaban nomer 3 sudah saya
singgungkan.
c. Adanya masukan yang dari berbagai pihak yang
perhatian pada pendidikan untuk evaluasi yang
nantinya bisa menjadi suatu pertimbangan
pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Jadi
semua itu dari pusat dan hanya menunggu


















diberikan sebagai rambu-rambu untuk
pelaksanaan kurikulum saja dari pusat.
13. Bagaimana hasil dari perumusan kebijakan
pendidikan Disdikpora DIY dalam implementasi
kurikulum 2013 pada tingkat SMA ?
a. Sama dengan halnya yang telah saya sampaikan
pada jawaban sebelumnya, dengan membuat
surat dan lain-lain. Jadi, misalnya hasilnya
sebagai muatan lokal, wajib kemudian adanya
ekstrakulikuler bahasa inggris, dan penilaian
masih dalam proses mata pelajaran yang belum
terakomodir untuk diupayakan bisa terakomodir
pada kurkikulum tersebut.
b. Hasilnya itu tadi, berjalan lancar, kaitannya itu
tadi tentang penilaian tapi sudah biasa diatasi
dengan adanya workshop, koordinasi terus
membahas semua permasalahan disitu dan 29
sekolah tidak ada masalah sampai saat ini, hanya
yang lainnya baru mau berjalan tapi harus
kembali itu yang menjadi masalah saat ini,
sehingga kita belum tau bagaimana hasilnya
kemarin.
c. Hasilnya dengan mengadakan pendampingan,
buku beli dengan dana BOS dan sudah
ditentukan dari pusat. Mengenai muatan lokal
yaitu Bahasa Daerah disesuaikan dengan
kebijakan dari daerah masing-masing. Dan mata
pelajaran TIK yang dialihkan menjadi
ekstrakulikuler atau bentuknya seperti bimbingan
konseling. Dan hasil mengenai penilaian yang
masih diusahakan agar lebih mudah untuk
dipahami dan tidak merepotkan guru-guru.
Hasilnya ada pada
mengenai muatan lokal
yang wajib diikuti, adanya
ekstrakulikuler Bahasa
Inggris, dan penilaian yang






mata pelajaran TIK yang
pembelajarannya adalah
seperti Bimbingan
Konseling, dan buku yang
digunakan dibeli
menggunakan dana BOS.
14. Bagaimana hasil perbandingan bagi SMA yang
melaksanakan kurikulum 2013 dengan yang tidak
melaksanakan, dilihat dari kebijakannya ?
a. Jadi pelaksanaan yang kurikulum 2013 tentunya
kan sudah sesuai dengan rambu-rambu yang ada,
jadi sudah tidak masalah dengan aturan-aturan
yang ada. Kemudian yang jadi permasalahan
yang kembali ke kurikulum 2006 itu, padahal dia
(sekolah-sekolah) sudah paling tidak 2 atau 3
minggu sudah melaksanakan sehingga memang




sudah berjalan paling tidak
1 tahun, sedangkan ini
belum berjalan satu tahun
dan diharuskan kembali ke
kurikulum 2006, kecuali
bagi sekolah yang menjadi
pilot project. Bahwa semua
sekolah tidak ada masalah,
sedikit ada tapi segera
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kurikulum kan mestinya 1 tahun hlaa..ini kan di
semester ke 2 itu saja dipertengahan itu saja
harus banyak pembenahan, pembenahannya pada
penjadwalannya, kemudian pembenahannya
bagaimana supaya materi-materi yang ketika dia
menggunakan kurikulum 2013 dan sekarang
kurikulum 2006 ada hal yang belum
mendapatkan. Jadi kalau 2006 misanya bahasa
inggrisnya 3 mata pelajaran mudahnya gitu, di
2013 2 mata pelajaran, berartikan ada
kesenjangan 1 mata pelajaran tadi yang harus
kemudian diikuti, otomatiskan karena perbedaan
itu yang 2006 itu harus  kemudian yang belum
diajarkan di semester sebelumnya harus
diajarkan di semester itu sehingga ada istilah
kegiatannya martikulasi. Martikulasi itukan
untuk dalam rangka supaya sesuai dengan aturan
ya, jadi ketika bicara kurikulum 2006 “hlo..ini
kan mata pelajarannya ini-ini, dan belum
diajarkan di semester sebelumnya ini harus
diajarkan disemester ini”, trus itu nanti ada
kemudian ada dokumen analisis KD bagi SMA
peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum
2006, menyusun KD.
b. Semua sekolah tidak ada masalah, sedikit ada
tapi segera teratasi dengan kompetensi guru yang
rasa ingin tahunya besar.
c. Belum sempat dibandingkan karena baru
berjalan kurang lebih 1 tahun yang telah
melaksanakan kurikulum 2013, namun kini
kembali ke kurikulum 2006 yang menjadi
permasalahan saat ini. Hanya 29 SMA di DIY
yang masih tetap melaksanakannya, kalau yang
baru melaksanakan 1 semester, dan semester ke 2
diputuskan untuk beralih ke kurikulum 2006
berdasarkan kebijakan yang diberikan dari pusat.
teratasi dengan kompetensi
guru yang rasa ingin
tahunya besar.
15. Bagaimana perumusan kebijakan Dinas dalam
keberlangsungan implementasi kurikulum 2013
pada tingkat SMA di masa depan ?
a. Jadi kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan
yang mengarah kepada peningkatan kualitas guru
dalam rangka implementasi kurikulum 2013













b. Kami mengikuti kebijakan pusat, karena kami
mempunyai kewenangan untuk kurikulum umum
ada dipusat, kita hanya punya di kurikulum
muatan lokal, sehingga itu nanti mau berhenti
atau mau lanjut itu tergantung pusat.
c. Belum berani menentukan kedepannya, namun
semua harus siap untuk kurikulum 2013 semua
mengikuti pusat. Namun tetap ada kegiatan-
kegiatan untuk peningkatan kualitas guru yang







atau lanjut tergantung pada
kebijakan pusat, namun









MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran proses pendidikan pada satuan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberlakuan
Kurikulum Tahun 2006;
Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013
sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum
Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari
Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013.
Pasal 2
(1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan
Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013.
(2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum
2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan rintisan
penerapan Kurikulum 2013.
(3) Satuan pendidikan rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berganti
melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 3
(1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan
Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi:
a. kepala satuan pendidikan;
b. pendidik;
c. tenaga kependidikan; dan
d. pengawas satuan pendidikan.
(2) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
meningkatkan kompetensi dan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013.
(3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 4
Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum
Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020.
Pasal 5
Hal- hal yang belum diatur terkait dengan prosedur pemberlakuanKurikulum Tahun 2006
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tata cara satuan pendidikan yang siap
melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah setelah
berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
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Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
Pasal 7
Satuan pendidikan anak usia dini melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
Pasal 8
Satuan pendidikan khusus melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 11  Desember  2014






PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2014
TENTANG
MUATAN LOKAL KURIKULUM 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 77N ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
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diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54
Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64
Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65
Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66
Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar
dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
11. Peraturan Menteri Nomor  58 Tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah;
12. Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah;
13. Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang




Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG MUATAN LOKAL KURIKULUM 2013.
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Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan
yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan
lokal.
2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).
Pasal 2
(1) Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan
pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan
keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta
didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dengan tujuan
membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
diperlukan untuk:
a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di
daerahnya; dan
b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang
berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang
pembangunan nasional.
Pasal 3
Muatan lokal dikembangkan atas prinsip:
a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
b. keutuhan kompetensi;
c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan
global.
Pasal 4
(1) Muatan lokal dapat berupa antara lain:
a. seni budaya,
b. prakarya,




(2) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap
keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.
(3) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya,
dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
(4) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata
pelajaran yang berdiri sendiri.
Pasal 5
Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan dalam bentuk
dokumen yang terdiri atas: a. kompetensi dasar;
b. silabus; dan
c. buku teks pelajaran.
Pasal 6
Muatan lokal dikembangkan dengan tahapan:
a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
b. identifikasi muatan lokal;
c. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
d. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi
dasar;
e. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang
relevan;
f. penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau
menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
g. penyusunan silabus; dan
h. penyusunan buku teks pelajaran.
Pasal 7
(1) Satuan pendidikan dapat mengajukan usulan muatan lokal berdasarkan hasil
analisis konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan identifikasi
muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada
pemerintah kabupaten/kota.
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(2) Pemerintah kabupaten/kota melakukan:
a. analisis dan identifikasi terhadap usulan satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);
b. perumusan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
c; dan
c. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi
dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
(3) Pemerintah kabupaten/kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari
muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
(4) Pemerintah kabupaten/kota mengusulkan hasil penetapan muatan lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemerintah provinsi.
(5) Pemerintah provinsi menetapkan muatan lokal yang diusulkan oleh
pemerintah kabupaten/kota untuk diberlakukan di wilayahnya.
(6) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus, dan
penyusunan buku teks pelajaran muatan lokal.
(7) Dalam hal satuan pendidikan tidak mengajukan usulan muatan lokal
pemerintah daerah dapat menetapkan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
Pasal 8
(1) Muatan lokal diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan
sumber daya pendidikan yang tersedia.
(2) Dalam hal muatan lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri
sendiri, satuan pendidikan dapat menambah beban belajar muatan lokal paling
banyak 2 (dua) jam per minggu.
(3) Kebutuhan sumber daya pendidikan sebagai implikasi penambahan beban
belajar muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh
pemerintah daerah yang menetapkan.
Pasal 9
Pelaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan perlu didukung dengan:
a. kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan
satuan pendidikan sesuai kewenangannya; dan
b. ketersediaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan.
Pasal 10
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(1) Pengembangan muatan lokal oleh satuan pendidikan dilakukan oleh tim
pengembang Kurikulum di satuan pendidikan dengan melibatkan unsur
komite sekolah/madrasah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait.
(2) Pengembangan muatan lokal oleh daerah dilakukan oleh Tim Pengembang
Kurikulum provinsi, Tim Pengembang Kurikulum kabupaten/kota, tim
pengembang Kurikulum di satuan pendidikan, dan dapat melibatkan nara
sumber serta pihak lain yang terkait.
(3) Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(4) Pengembangan muatan lokal dikoordinasikan dan disupervisi oleh dinas
pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan dalam Peraturan Menteri
Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum yang mengatur
mengenai Muatan Lokal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14
Agustus 2014






PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  59 TAHUN 2014
TENTANG
KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat (3), Pasal
77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3), Pasal 77F
ayat (4) dan Pasal 77K ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik
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Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH
MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH.
Pasal 1
(1) Kurikulum pada sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang telah
dilaksanakan sejak tahun ajaran 2013/2014 disebut Kurikulum 2013 Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
(2) Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kerangka Dasar Kurikulum;
b. Struktur Kurikulum;
c. Silabus; dan
d. Pedoman Mata Pelajaran.
Pasal 2
Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a




(1) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b
merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan
pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar.
(2) Kompetensi Inti pada Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan
untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang
peserta didik Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah pada setiap tingkat
kelas.
(3) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) terdiri atas:
a. Kompetensi Inti sikap spiritual;
b. Kompetensi Inti sikap sosial;
c. Kompetensi Inti pengetahuan; dan
d. Kompetensi Inti keterampilan.
(4) Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kemampuan dan muatan
pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah yang mengacu pada Kompetensi Inti.
(5) Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada  ayat (4) merupakan
penjabaran dari Kompetensi Inti dan terdiri atas:
a. Kompetensi Dasar sikap spiritual;
b. Kompetensi Dasar sikap sosial;
c. Kompetensi Dasar pengetahuan; dan
d. Kompetensi Dasar keterampilan.
Pasal 4
Kerangka Dasar Kurikulum dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
(1) Mata pelajaran Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelompokkan atas:
a. mata pelajaran umum Kelompok A;
b. mata pelajaran umum Kelompok B; dan
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c. mata pelajaran peminatan akademik Kelompok C.
(2) Mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan
kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan
peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(3) Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan
kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan
peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni.
(4) Mata pelajaran peminatan akademik Kelompok C sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk
mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi
keterampilan peserta didik dalam berbagai pilihan disiplin keilmuan.
(5) Muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran umum Kelompok A
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan muatan dan acuan pembelajaran
mata pelajaran peminatan Kelompok C sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bersifat nasional dan dikembangkan oleh Pemerintah.
(6) Muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran umum Kelompok B
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat nasional dan dikembangkan
oleh Pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah
daerah dan/atau satuan pendidikan.
(7) Mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
c. Bahasa Indonesia;
d. Matematika;
e. Sejarah Indonesia; dan
f. Bahasa Inggris.
(8) Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. Seni Budaya
b. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan
c. Prakarya dan Kewirausahaan
(9) Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dapat ditambah dengan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.
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(10) Mata pelajaran peminatan Kelompok C sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dikelompokkan atas:
a. Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
b. Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
c. Peminatan Bahasa dan Budaya.
(11) Mata pelajaran pada Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam





(12) Mata pelajaran pada Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagaimana





(13) Mata pelajaran pada Peminatan Bahasa dan Budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) huruf c terdiri atas:
a. Bahasa dan Sastra Indonesia;
b. Bahasa dan Sastra Inggris;
c. Bahasa dan Sastra Asing lainnya; dan
d. Antropologi.
Pasal 6
(1) Madrasah Aliyah dapat menambah mata pelajaran rumpun pendidikan agama
Islam dan bahasa arab selain Mata pelajaran umum Kelompok A
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan mata pelajaran rumpun
pendidikan agama Islam dan bahasa arab sebagaimana dimaksud pada ayat




(3) Beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang
harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun
pelajaran.
(4) Beban belajar di Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah terdiri atas:
a. kegiatan tatap muka;
b. kegiatan terstruktur; dan
c. kegiatan mandiri.
(5) Beban belajar kegiatan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran per minggu, dengan durasi setiap
satu jam pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit;
(6) Beban belajar kegiatan terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dan beban belajar kegiatan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c paling banyak 60% (enam puluh persen) dari waktu kegiatan tatap
muka yang bersangkutan.
(7) Beban belajar satu minggu untuk:
a. Kelas X adalah 42 (empat puluh dua) jam pelajaran;
b. Kelas XI adalah 44 (empat puluh empat) jam pelajaran; dan
c. Kelas XII adalah 44 (empat puluh empat) jam pelajaran.
(8) Beban belajar satu semester di Kelas X dan Kelas XI masing-masing paling
sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif.
(9) Beban belajar di kelas XII semester ganjil paling sedikit 18 (delapan belas)
minggu efektif  dan semester genap paling sedikit 14 (empat belas) minggu
efektif.
Pasal 8
Silabus sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf c merupakan rencana
pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup Kompetensi Inti,
Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian,
alokasi waktu, dan sumber belajar.
Pasal 9
(1) Silabus Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Aliyah/Madrasah Aliyah
dikelompokkan atas:
a. silabus mata pelajaran umum Kelompok A;
b. silabus mata pelajaran umum Kelompok B; dan
c. silabus mata pelajaran peminatan Kelompok C.
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(2) Silabus mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dikembangkan oleh Pemerintah.
(3) Silabus mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dikembangkan oleh Pemerintah dan dapat diperkaya dengan
muatan lokal oleh pemerintah daerah.
(4) Silabus mata pelajaran peminatan Kelompok C sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dikembangkan oleh Pemerintah.
(5) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pendidik
sebagai acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.
(6) Silabus Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 10
(1) Pedoman Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf
d merupakan profil utuh mata pelajaran yang memuat latar belakang,
karakteristik mata pelajaran, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata
pelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran, penilaian, media dan
sumber belajar, dan peran guru sebagai pengembang budaya sekolah
(2) Pedoman Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6)
dikembangkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(3) Pedoman Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
oleh pendidik untuk:
a. memahami secara utuh mata pelajaran sesuai dengan karakteristik
Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; dan
b. acuan dalam penyusunan dan penerapan rencana pelaksanaan
pembelajaran.
(4) Pedoman Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur




Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta







pada tanggal 11 Juli 2014


























NOMOR :  8014/D/KP/2014
TENTANG
SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN
KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
Seluruh Indonesia
Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 tahun 2014
tentang Pemberlakukan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013  dan Peraturan
Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan
Menengah Nomor 5496/C/KR/2014 dan Nomor 7915/D/KP/2014 tentang Petunjuk
Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 Pada Sekolah Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bagi sekolah di wilayah Saudara yang baru satu semester melaksanakan
Kurikulum 2013 dan siap melanjutkan untuk melaksanakan Kurikulum
2013, agar diusulkan kepada Menteri Mendidikan dan Kebudayaan paling
lambat tanggal 2 Januari 2015 melalui email
(bukukurikulum@kemdikbud.go.id) atau fax 021-572 5608;
2. Sekolah yang diusulkan akan diverifikasi oleh Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Menengah (BAN S/M);
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menetapkan sekolah yang
lolos verifikasi sebagai sekolah pelaksana Kurikulum 2013;
4. Bagi sekolah yang belum lolos verifikasi, dinas pendidikan provinsi/
kabupaten/kota melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepone. 021- 5725057, 57955141 Fax 5725606
Laman: www.kemdikbud.go.id
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3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 tahun 2014
tentang Pemberlakukan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
5. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan konsolidasi bagi
sekolah yang kembali melaksanakan Kurikulum tahun 2006, terkait dengan
pemenuhan jam mengajar guru, penjadwalan kembali mata pelajaran,
penyelesaian peminatan siswa, pengaturan pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler, dan hal lainnya yang muncul di sekolah;
Peran dan kerjasama Saudara secara berkesinambungan sangat menentukan
keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di setiap satuan pendidikan di wilayah Saudara.
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima
kasih.
Direktu
r Jenderal Pendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah,
Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal
Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal
Kemendikbud;
4. Kepala Balitbang
Kemendikbud.
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LAMPIRAN
SURAT PENELITIAN
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